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ABSTRAK

Teknologi di zaman sekarang ini semakin canggih seiring dengan kemajuan
dan perkembangan ilmu pengetahuan. Misalnya teknologi video rekaman CCTV
(Closed Circuit Television) yang berfungsi sebagai alat pemantau keadaan yang di
dalamnya terdapat alat perekam DVR (Digital Video Recorder). Kehadiran rekaman
vidleo CCTV sangat bermanfaat sebagai sumber keterangan jika telah tejadi
kejahatan tindak pidana. Namun keberadaan rekaman video CCTV tidak termasuk
ketentuan alat bukti di dalam KUHAP. Keberadaan rekaman video CCTV juga tidak
terdapat di dalam ketentuan Hukum Islam. Sehingga bagaimana keakuratan dan
validitas rekaman video CCTV dalam kasus pidana. Serta bagaimana kedudukan dan
kekuatan rekaman video CCTV menurut KUHAP dan Hukum Islam. Semua itu
masih belum pasti dari sisi hukum pembuktiannya.

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pola
pikir deduktif dan teknik analisis deskriptif. Penelitian ini tetap mengacu pada
KUHAP dan Hukum Islam sebagai sumber primernya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keakuratan rekaman video
CCTV sangat membantu dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebagai langkah
untuk menetapkan seorang tersangka. Validitas rekaman video CCTV membantu
untuk menguatkan hakim dalam proses pembuktian di pengadilan. Validitas
rekaman video CCTV hanya bisa diketahui oleh ahli IT (/nformation Technology)
forensik. Kedudukan dan kekuatan rekaman video CCTV menurut KUHAP bisa
sebagai alat bukti petunjuk. Hakim akan menyimpulkan keterangan-keterangan dari
saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian, beserta juga hasil laporan dari
keterangan ahli yang tentunya akan menambah keyakinan hakim sebelum memutus
perkara. Kedudukan dan kekuatan rekaman video CCTV menurut Hukum Islam bisa
sebagai alat bukti Qarimah. Qarinah dalam Islam disebut sebagai petunjuk atau
tanda-tanda yang bisa mengarahkan ke jalan kebenaran. Qadi akan mencermati
bukti/tanda-tanda tersebut sebelum memutus perkara, kemudian akan
menyimpulakannya sesuai dengan keyakinannya.

Setiap ruangan yang membutuhkan pengawasan eckstra lebih baik
menggunakan kamera video CCTV, Keberadaan rekaman video CCTV bisa menjadi
bukti yang menguatkan hakim dalam proses pembuktian di dalam persidangan.
Sehingga kamera video CCTV bisa mencegah dari pihak yang tidak bertanggung
jawab. Kepada para praktisi hukum maupun para legislator untuk merumuskan
KUHAP yang baru dengan memasukkan rekaman video CCTV sebagai alat bukti
yang sah. Hal ini guna menutup celah hukum yang masih kosong demi tegaknya
keadilan hukum di Negara Republik Indonesia.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, setiap tindakan yang melanggar
norma atau aturan yang berlaku akan dikenai sanksi yang setimpal atas
pelanggaran atau kejahatan yang telah diperbuat. Dengan tidak membeda-
bedakan status sosial masyarakat yang ada, hukum akan terus berjalan untuk
mencari suatu kebenaran. Dalam hal ini, keadilan hukum sangat berperan
penting pada setiap tindak i(ejahatan. Di dalam hukum Islam juga telah diatur
dengan pasti dalam al-Qur'an dan hadis bahwa setiap pelanggaran atau
kejahatan akan dibalas dengan hukuman yang seimbang bagi setiap
pelanggarnya. Oleh karena itu, Rasullah menganggap pentingnya keberadaan
Peradilan yang di dalamnya telah ditentukan aturan hukum, eksekusi hukuman
serta bagaimana acara persidangannya yang ditetapkan Undang-Undang. Dalam
beberapa kasus tindak kejahatan kriminal, Islam juga telah mengajarkan tentang

ketentuan-ketentuan pembuktiannya.

Sctiap mengungkap suatu kasus tindak pidana kejahatan pasti diawali
dengan proses penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti yang mendukung sangat

diperlukan oleh petugas yang berwenang dalam proses penyelidikan dan

1



penyidikan. Dari keberadaan bukti-bukti tersebut maka akan melengkapai

prosedur jalannya di persidangan.!

Proses pembuktian dalam perkara pidana menjadi tugas Jaksa dan pihak
kepolisian untuk mencari hal-hal atau barang-barang yang dapat dijadikan
sebagai alat bukti atas semua tindakan kejahatan yang terjadi. Alat bukti yang
dicari haruslah suatu alat bukti yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
yang berlaku. Sehingga dalam proses persidangan di Pengadilan bisa diterima

sebagai alat bukti yang sah.

Hakim pun dalam memutus suatu perkara pidana harus sekurang-
kurangnya dikuatkan dengan dua alat bukti yang sah yang saling terkait dan
mendukung, Alat bukti merupakan unsur yang paling penting yang harus dijalani
di dalam proses persidangan. Karena akan menentukan kebenaran hukum yang
meskipun dalam putusannya juga ditentukan oleh pengamatan hakim yang sesuai

dengan kearifan dan kebijaksanaannya.
Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah, yaitu :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat

4. Petunjuk

! Andi Hamzah, flukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2008), 119



5. Keterangan Terdakwa’

Sedangkan dalam kajian Hukum Islam, mengenai macam alat bukti
terdapat perbedaan pendapat dari para ulama’, diantaranya ada yang menyebut

alat bukti terdiri atas:

1. Igrar(pengakuan)
2. Syahadah (kesaksian)
3. Yamin (sumpah)
4. Nukul (menolak sumpah)
5. (Qasamah (bersumpah 50 orang)
6. “IlImul Qadi (pengetahuan hakim)
7. Qarinah (petunjuk/sangkaan) yang meyakinkan®

Tegaknya hukum dalam suatu proses peradilan hukum pidana bisa dilihat
dari bagian dari proses pembuktianya. Benar atau salahnya suatu permasalahan
perlu dibuktikan terlebih dahulu. Begitu pentingnya suatu pembuktian ini,
membuat setiap orang tidak diperbolehkan untuk menjustifikasi begitu saja
sebelum melalui proses pembuktian. Urgensi pembuktian ini adalah untuk

menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan penilaian.

Pembuktian merupakan titik sentral dalam proses pemeriksaan perkara pidana

IR Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ( Bogor: POLITEIA, 1997), 162
3Hasbi Ash Shiddieqi, Peradilan Dan Hukum Acara Islam (Semarang: PT Pustaka Putra, Cet.
1, 1997), 136



dalam persidangan di pengadilan, dalam rangka menemukan kebenaran materiil

tentang suatu peristiwa pidana itu.

Di dalam Q.S. 49 al-Hujurat: 6 telah dijelaskan pentingnya untuk
mencari kebenaran atas suatu bukti yang ada.
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“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa
suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu
musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan
kamu menyesal atas perbuatanmu itu”’*

Adapun pengetahuan hakim tentang hukum Allah, yaitu bahwa hakim
terscbut harus memiliki pengetahuan tentang Nas-Nas yang Qat‘i atau hukum-
hukum yang telah disepakati oleh para ulama’ dan jika tidak terdapat pula
hukum yang disepakati oleh ulama’, maka ditempuhlah dengan jalan ijtihad dan
jalan ijtihad inipun didasarkan pada persangkaan yang kuat.’?

Di dalam alat bukti yang ada di hukum Islam, tidak ada yang menyatakan
rekaman video CCTV (Closed Circuit Television) scbagai alat bukti. Alat bukti

dalam hukum Islam yang paling sering digunakan yaitu persaksian. Persaksian

yang dilakukan oleh seorang maupun beberapa orang dalam kasus tindak pidana.

846

* Departemen Agama R, A/ Qur’an dan Terjemahannya (Surabaya: Mahkota, Cet. V, 2001),

5 Mubammad Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam, alih bahasa: Imron AM (Surabaya: PT

Bina Ilmu, 1993), 106



Sumpah juga merupakan alat bukti dalam hukum Islam yang sering digunakan
dalam masalah tindak pidana kejahatan. Kemajuan perkembangan teknologi
membawa pengaruh tersediri terhadap alat-alat bukti dalam hukum Islam.
Perkembangan teknologi tentunya tidak menghalangi Qad7 untuk melakukan
sebuah ijtihad jika terdapat alat bukti baru di dalam persidangan. Hal ini terkait
dengan alat bukti rekaman video CCTV yang merupakan sebuah perkembangan
teknologi yang harus bisa dicari ketentuan hukumnya jika digunakan sebagai
pembuktian dalam hukum Islam.

Sebagai salah satu perangkat hukum yang menjadi dasar bagi aparatur
penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum pidana yang
merupakan bagian dari politik kriminal, KUHAP tidak terlepas aspek dalam
sosial yang menyangkut perkembangan masyarakat. Dalam masyarakat yang
berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
(iptek), maka kehadiran media baru (media penyimpanan magnetic/elektrik,
virtual communication, based on computerize system) telah menyebabkan
kewenangan aparatur penegak hukum dan sistem pembuktian yang diatur dalam
KUHAP (based on conventional medium) dirasakan sebagai kendala utama bagi
penyelesaian kasus-kasus kejahatan inkonvensional yang terjadi.6

Kehadiran video rekaman yang berupa CCTV menjadikan sebuah sarana

yang bisa membantu aktifitas kerja seseorang. Kecanggihan perangkat CCTV

¢ G. Widiartana, Pembaharuan Hukum Acara Pidana (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cet.
1, 2005), 4



bermanfaat demi kepentingan munusia pada era sekarang. Sebagai sistem kontrol
dan kendali keadaan, CCTV banyak digunakan di tempat-tempat yang sekiranya
membutuhkan suatu pengawasan demi keamanan dari pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab.

Closed circuit television serves many functions and is used in both public
and private settings. The prevention of crime (i.e., personal and property) is
among its primary objectives in public space.’

“Televisi dengan sirkuit tertutup memberikan ban yak fungsi dan
digunakan di kedua ares, publik dan privat. Pengawasan tindak kejahatan (yaitu,
pribadi dan harta) adalah diantara obyek yang utama di dalam ruang publik”

Alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan yang
paling sering dan paling banyak dipergunakan untuk pembuktian adalah
keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri. Semua keterangan terdakwa
hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun
pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Dari keterangan saksi dan
keterangan terdakwa dapat ditarik suatu petunjuk, karena itulah keterangan saksi
dan keterangan terdakwa mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam

pemeriksaan perkara pidana di persidangan.

Closed Circuit Television Cameras (CCTV) have become an important
crime prevention and security measure. Cameras collect images, which are
transferred to a monitor-recording device of some sort, where they are available
to be watched, reviewed and/or stored CCTV is a situational measure that

” Brandon C. Welsh and David P. F arrington, Crime Prevention Effects of Closed Circuit
Television: a Systematic Review (London: 50 Queen Anne’s Gate, 2002), |



enables a locale to be kept under surveillance remotely. This makes it possible
for the police, and other law and regulatory agencies such as private security, to
respond to incidents when alerted, and to have information about what to look
for when they arrive. The storing of images means that post-incident analysis
helpful to an investigation can be facilitated. However, there are many different
types of CCTV systems and they have different capacities to meet a variety of
objectives.®

“Televisi dengan sirkuit tertutup (CCTV) sudah menjadi sebuah
pengawasan tindak kejahatan dan tindakan keamanan yang penting. Kamera
megumpulkan gambar-gambar, yang dikirim ke scbuah alat monitor rekaman
dari beberapa rupa, dimana gambar-gambar yang tersedia untuk di lihat, ditinjau
dan/atau disimpan CCTV yang merupakan tindakan situasional yang mampu
sebagai tempat terjadinya peristiwa untuk dijaga dibawah pengawasan secara
otomatis. Hal ini membuat kepastian bagi polisi, dan hukum lain dan agen-agen
yang berkaitan seperti pengaman pribadi, untuk merespon suatu kejadian ketika
ada tanda, dan untuk memperoleh informasi tentang apa yang dicari ketika
gambar-gambar diambil. Penyimpanan gambar-gambar mengartikan bahwa
menganilis tempat kejadian membantu untuk dapat memudshkan sebuah
Investigasi. Bagaimanapun, ada banyak perbedaan Jenis dari sistem CCTV dan
Jenis-jenisnya pun mempunyai perbedaan kapasitas untuk mengambil sebuah
variasi dari berbagai obyek”.

Hasil rekaman dari CCTV sebenarnya akan sangat berguna dijadikan
alat bukti ketika terjadi tindak pidana kejahatan. Kelengkapan dan kejelasan di
dalam isi rekaman CCTV sangat membantu untuk mengetahui siapa pelaku
tindak pidana kejahatan. Hal ini sebenarnya sangat memudahkan bagi aparatur
hukum dalam menjalankan proses peradilan. Namun dari isi pasal 184 KUHAP
tidak menerangkan keberadaan rekaman video CCTV sebagai alat bukti.
Sedangkan dalam prakteknya, banyak pelaku tindak pidana kejahatan diketahui

dari hasil rekaman video yang berupa CCTV. Maka dari itu belum ada kepastian

¥ Martin Gill Angela and Spriggs, Assessing the Impact of CCTV (London: 50 Queen
Anne’s Gate, 2005), 1 ~



dan kejelasan terhadap keberadaan hasil rekaman video CCTV dalam

pandangan KUHAP dan juga terhadap Hukum Islam.

Di dalam UU No. 8 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi
Elektronik) diterangkan tentang ketentuan dan devinisi mengenai alat bukti.
Tentunya alat bukti yang terkait dengan permasalahan ITE. Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti
hukum yang sah.’

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa Informasi Elektronik dan
Dokumen Elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah menurut Undang-Undang
tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Ektronik, walaupun sulit untuk
diklarifikasikan termasuk alat bukti yang sah di dalam pasal 184 KUHAP.
Undang Undang ITE ini termasuk dalam kategori Jex specialis derogate lex
generalls yang berarti hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum. Hal-
hal yang menyangkut jenis kejahatan tindak pidana juga berbeda dengan perkara
konvensional yang biasa ada di dalam KUHP.

Tindak kejahatan dan pelanggaran yang ada dalam UU ITE mencakup
semua kejahatan yang ada hubungannya dengan sarana Elektronik. Suatu tindak
pidana yang menggunakan sarana Elektronik sebagai alat untuk melakukan

kejahatan kepada orang lain. Maka dengan pasti kekuatan alat bukti terdapat ‘

? Ermansjah Djaja, Penyelesaian Sengeta Hukum T: eknologi Informasi dan Trapsaksi
Efektrik (Yogyakarta: Pustaka Timur, Cet. I, 2010), 60



pada sarana Elektronik yang dipakainya. Berbeda dengan tindak pidana
konvensional yang bentuk kejahatannya lebih terpaku dengan apa yang terdapat
di dalam KUHP. Maka dari itu, dilihat dari jenis tindak kejahatannya alat bukti
yang digunakan tetap harus mengarah apa yang sudah ada di dalam KUHAP.
Meskipun terdapat bukti Informai/Dokumen Elektronik yang menguatkan,
namun harus dibenarkan dan kuatkan dengan alat bukti lain yang sesuai dengan
KUHAP.

Di berbagai kasus tindak pidana di Indonesia, bukti rekaman video CCTV
sudah banyak digunakan sebagai sarana untuk menguatkan pembuktian hukum.
Misalnya contoh kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Antasari. Azhar.
Penyidik polisi menjadikan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Rekaman
pertemuan antara Antasari Azhar dan Komisaris Besar Williardi Wizar di rumah
Sigid Haryo Wibisono itu saat ini masih ditelusuri ahli dari luar kepolisian.
"Ada, (rekaman) itu bisa dibaca kok," kata Dircktur Reserse Kriminal Umum
Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi, M Iriawan, di Polda Metro Jaya.
Iriawan menjelaskaan, hasil rekaman CCTV itu masih diperiksa ahli yang berasal
dari luar kepolisian. Iriawan mengaku sengaja mendatangkan ahli tersebut karena
polisi sulit untuk membuka rekaman itu dan dikarenakan agar alat perekam itu
tidak rusak. Menurutnya, dalam minggu ini rekaman CCTV itu sudah bisa

diketahui. "Dan jika berkaitan dalam kasus ini, maka bisa'dijadikan sebagai alat
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bukti" jelasnya. Atas alasan itu, Iriawan menyatakan, “Yang jelas, penyidik
punya bukti yang bisa disampaikan di pengadilan." '°

Demikian juga kasus pembunuhan yang menimpa artis yang bernama
Alda Risma. Dalam kasusnya lima orang menjadi target penangkapan polisi
terkait kematian artis cantik Alda Risma Elvariani di Hotel Grand Menteng,
Jalan Matraman Raya, Jaktim. Sosok dan wajah mereka tereckam oleh kamera
Closed Circuit Television (CCTV) hotel. Berdasarkan isi rekaman pada 10
Desember 2006 yang dipasang di lobby dan lorong antar kamar di lantai empat
hotel tersebut, ketiga orang itu berada dalam posisi sangat dekat dan dalam
waktu nyaris bersamaan dengan check in Alda ke hotel. Satu di antara kedua pria
tersebut dipastikan sebagai Ferry Surya Perkasa. Mereka menuju kamar yang
telah ditempati Ferry. Kamera CCTV hotel itu dipasang tepat di depan lampu di
lorong antarkamar. “Kami masih mencari tahu siapa sebenarnya teman-teman
Alda yang ikut masuk ke dalam hotel, "kata Kepala Bidang Humas Polda Metro
Jaya Kombes Pol Drs Ketut Yoga. Rekaman CCTV inilah yang sekarang disita
dan dipelajari polisi untuk mengungkap identitas kelimanya. Satu identitas telah
jelas, yakni Ferry Surya Perkasa, pemuda yang disebut-sebut sebagai pacar Alda.
Dua teman Alda lainnya adalah seorang pria dan wanita muda yang menemani

artis ini masuk kamar hotel. !

htt p://nasional.vivanews.com/news/read/58 | 53rekaman_cctv_bakal_dijadikan_bukti_di_si
dang (Jum’at, 7 Mei 2010)

" bty p://www.rileks.com/entert ainment/ragam/omg/1803-terekam-cctv.html (Jum’at, 7 Mei
2010)
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Dari keterangan kasus di atas jelas bahwa petugas menggunakan hasil
rekaman video CCTV untuk mengetahui siapa pelakunya. Karena seorang
penegak hukum pasti berhati-hati sebelum menangkap seorang yang dicurigai
bersalah. Dalam memberikan kekuatan proses penyelidikan dan penyidikan,
petugas akan menggunakan CCTV sebagai sarananya. Demikian juga dalam hal
persidang di Pengadilan, karena dari hasil rekaman video CCTV tersebut dengan
jelas dapat diketahui siapa pelaku serta aksi pelaku dalam kejahatanya.
Meskipun masih perlu diketahui keaslian dan validitas dari hasil rekaman video
CCTV.

Maka dari itu keberadaan rekaman video CCTV sebagai alat bukti dalam
kasus pidana di zaman sekarang ini sangat penting untuk dikaji. Hal ini
dikarenakan kecanggihan teknologi selalu ikut perperan dalam setiap aktivitas
kerja manusia. Dalam pembuktian kasus tindak pidana di Pengadilan, rekaman
video CCTV selalu menjadi alat untuk memberikan keterangan-keterangan yang
berupa peristiwa dari tindak pidana tersebut. Sementara itu keberadaan rekaman
video CCTV tidak terdapat di dalam KUHAP pasal 184 mengenai macam-
macam alat bukti. Hal ini menjadi sebuah keprihatinan akademis karena belum
ada ketentuan yang mengatur rekaman video CCTV sebagai alat bukti dalam hal
pembuktian tindak pidana konvensional. Dengan demikian haruslah dicari

scbuah solusi mengenai keberadaan sisi hukum rekaman video CCTV sebagai
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alat bukti tanpa mengesampingkan alat-alat bukti yang sudah tercantum dalam

KUHAP.

. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat

diambil beberapa identifikasi masalah yang terkandung di dalam pembahasan

karya ilmiah ini. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1.

Proses penyelesaian kasus pidana dalam hukum informasi teknologi dengan
bukti rekaman video CCTV.

Keakuratan dan validitas rekaman video CCTV dalam kasus pidana.
Kedudukan dan kekuatan rekaman video CCTV ménurut KUHAP.

Rekaman video CCTV menurut perspektif UU No.11 tahun 2008 tentang
ITE (Informasi dan Transaksi Elektonik).

Perbandingan kekuatan alat bukti dalam pasal 184 KUHAP dengan bukti
rekaman video CCTV.

Perbandingan kekuatan alat bukti dalam Hukum Islam dengan bukti rekaman
video CCTV.

Kedudukan dan kekuatan rekaman video CCTV menurut hukum Islam.
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C. Batasan Masalah

Karena luasnya permasalahan, maka ditetapkan batasan masalah yang
perlu untuk dikaji. Studi ini dibatasi pada masalah keakuratan dan validitas alat
bukti rekaman video CCTV dalam kasus pidana. Demikian juga masalah
kedudukan dan kekuatan alat bukti rekaman video CCTV menurut KUHAP dan

Hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat
diambil beberapa pokok permasalahan yang dipandang relevan untuk dikaji dan
dibahas. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. Bagaimana keakuratan dan validitas alat bukti rekaman video CCTV dalam
kasus pidana ?
2. Bagaimana kedudukan dan kekuatan alat bukti rekaman video CCTV

menurut KUHAP dan Hukum Islam ?

E. Tujuan Studi
Adapun tujuan dari penelitian yang kami lakukan yaitu:
1. Untuk mengetahui keakuratan dan validitas alat bukti rekaman video CCTV

dalam kasus pidana.
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2. Untuk mengetahui kedudukan dan kekuatan alat bukti rekaman video CCTV

menurut KUHAP dan Hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penclitian

Hasil studi ini diharapkan bisa membawa manfaat sekurang-kurangnya

untuk dua hal sebagai berikut:

1. Sebagai bahan yang bisa menjawab permasalahan hukum yang terkait dengan

pembuktian rekaman video CCTV menurut KUHAP dan Hukum Islam.

2. Sebagai bentuk persembahan disiplin keilmuan mengenai keakuratan dan
validitas alat bukti rekaman video CCTV dalam kasus pidana, kedudukan
dan kekuatan alat bukti rekaman video CCTV menurut KUHAP dan Hukum
Islam bagi pembaca pada umumnya, atau sebagai persembahan khazanah

keilmuan dalam bidang hukum.

G. Definisi Operasional
1. Kamera video CCTV (Closed Circuit Television), yang dimaksudkan adalah:
CCTV (Closed Circuit Television) atau dalam bahasa Indonesianya

yaitu Televisi dengan Sirkuit Tertutup adalah perangkat peralatan pengawas
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(surveillance) yang memonitor keadaan sekitar melalui kamera pengintai
yang terdiri dari kamera dan sistem DVR (Digital Video Recording)."
2. Alat bukti, yang dimaksudkan adalah:

Segala hal atau barang yang bersangkutan dengan pelanggaran
Undang-Undang yang digunakan untuk menyatakan kebenaran suatu
peristiwa. Sehingga diharuskan untuk mencari hal atau barang yang dapat
dijadikan sebagai penguat alasan jika terjadi tindak pidana."

3. Hukum acara pidana adalah:

Merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana
cara memelihara dan mempertahankan hukum materiil atau peraturan-
peraturan yang mengatur bagaimana caranya mengajukan sesuatu perkara
pidana ke muka Pengadilan dan bagaimana hakim memberikan putusan yang
diberlakukan di Indonesia.

4. Hukum Islam adalah:

Merupakan peraturan-peraturan Allah yang berhubungan dengan

perbuatan orang mukallaf yang sebagai dasar untuk mengatur moralitas dan

sebagai ketentuan dalam perilaku manusia.

2 Robert Tampubolon, Risk and System Auditing (Jakarta: Elex Media Komputindo, Cet. I,
2008), 123

" Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Bandung:
Mandar Majuy, Cet. I, 2003), 11
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H. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, penulis akan menggunakan
dokumentasi baik yang berupa kitab-kitab, buku-buku ataupun karya-karya
ilmiah yang ada kaitannya dengan skripsi penulis, seperti skripsi yang disusun
oleh M. Wildan dari Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang
berjudul ‘Kekuatan Bukti Fotocopy Dalam Pembuktian (Perspektif BW Dan
Hukum Perdata Islam)”. Dalam bahasannya hanya membahas mengenai

kekuatan bukti fotocopy dalam perspektif BW dan Hukum Perdata Islam.

Ada juga skripsi yang disusun oleh saudari Fatih Hamama Fakultas
Syariah IAIN S.unan Ampel Surabaya yang berjudul “ Data Komputer Sebagai
Alat Bukti Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Positif Dan Hukum Acara
Pidana Islam”. Dalam bahasannya mengenai studi komparatif alat bukti Data

Komputer menurut hukum acara pidana positif dan hukum acara pidana Islam.

Dengan demikian pembahasan tentang “Rekaman Video CCTV (Closed
Circuit Television) Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Menurut
Hukum Acara Pidana Dan Hukum Islam” tidak ditemukan atau belum dikaji,
baik berupa buku maupun karya-karya ilmiah yang lain. Oleh karena itu
penyusun berusaha untuk mengangkat persoalan di atas dengan melakukan

tclaah literature yang menunjang penelitian ini.
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L. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan
menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan
sistematis. Metodoloéis berarti menggunakan metode-metode yang bersifat
ilmiah, sedangkan sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang
berlaku untuk sebuah karya tulis.™
Dalam metode penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Data yang dikumpulkan
Penghimpunan data dalam penulisan skripsi ini meliputi:
a. Sistem hukum pembuktian
b. Macam-macam alat bukti dalam KUHAP
¢. Macam-macam alat bukti dalam Hukum Islam
d. Alat bukti rekaman video CCTV
e. Keakuratan dan validitas rekaman video CCTV
f.  Proses pembuktian rekaman video CCTV di Pengadilan
g Kedudukan dan kekuatan rekaman video CCTV dalam pembuktian
2. Sumber Data
Dalam penelitian ini sumber data yang akan digunakan dapat

digolongkan menjadi dua, yaitu:

" Sutrisno Hadi, Metodologi Riset (Yogyakarta: Anai Offset, Cet. 11, 1985), 63
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a. Sumber Data Primer
Adapun data primer yang akan digunakan meliputi beberapa buku.
Buku-buku primer yang digunakan antara lain:
1). KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
2). Peradilan Dan Hukum Acara Islam oleh Hasbi Ash Shiddieqi dan lain-
lain
b. Sumber Data Sekunder
Adapun data-data sekunder yang akan digunakan meliputi
beberapa buku. Buku-buku sekunder yang digunakan antara lain:
1) Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum oleh H. M. A Kuffal
2) Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum
Positif
3) Assessing CCTV As An Effective Safet 'y And Management Tool For
Crime Solving, Prevention And Reduction oleh Vivien Carli dan lain-
lain
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah metode kepustakaan atau studi dokumentasi, yaitu dengan cara mencari

dan menghimpun data."’ Dalam hal ini yaitu berupa buku-buku dan kitab-kitab

'* Moh. Nasir, Metodologi Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. 11, 1985), 53
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yang membahas tentang macam-macam alat bukti dan keterangan yang ada
kaitannya dengan rekaman video CCTV sebagai bukti dalam kasus pidana.
4. Teknik Mengolah Data
Dalam mengolah dan menganalisis data tentang keakuratan, validitas
serta kedudukan dan kekuatan alat bukti rekaman video CCTV, penulis akan
melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

a. [Editing, adalah suatu cara untuk menemukan kembali data-data yang
sudah dikumpulkan. Serta meninjau kembali data-data yang sudah ada
untuk diketahui dengan pasti kejelasannya.

b. Organizing Data, yaitu menyusun, mensistematika data-data yang

~ sudah diperoleh ke dalam kerangka pembahasan yang telah ditetapkan
sebelumnya,

. Penemuan Hasil Riset, yaitu dengan melakukan analisis lanjutan secara
kualitatif terhadap hasil Organizing Data dengan menggunakan teori-
teori, dalil-dalil dan pendapat. |

5. Teknik Analis Data

a. Pola pikir Deduktif dengan metode analisis Deskriptif, yaitu
menganalisis data dengan bertitik tolak dari data yang bersifat umum
kemudian melihat fakta-fakta yang bersifat khusus dengan melalui
penggambaran secara sistematis terhadap fakta tertentu atau bidang

tertentu secara faktual. Dalam hal ini menyangkut tentang masalah
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pembuktian dalam tindak pidana serta akan diterangkan mengenai
macam alat bukti yang telah ditentukan oleh KUHAP dan Hukum
Islam. Alat bukti yang berupa rekaman video CCTV akan di analisis
sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta dalam kajian Hukum

Islam sebagai sarana pembuktian dalam proses peradilan pidana.

J. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai
berikut:

Bab I yaitu pendahuluan yang merupakan langkah-langkah penelitian
yang berisi tentang latar latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil
penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan dasar-dasar penelitian yang membahas mengenai alat
bukti dalam KUHAP dan Hukum Islam, dengan pokok bahasan tentang
pengertian dan fungsi alat bukti, sistem hukum pembuktian, serta macam alat
bukti dalam KUHAP dan Hukum Islam.

Bab III merupakan fakta atau data penelitian yang membahas mengenai
pembuktian rekaman video CCTV (Closed Circuit Television), dengan pokok
bahasan tentang pengertian kemera video CCTV, keakuratan dan validitas

pembuktian rekaman video CCTV, proses pembuktian rekaman video CCTV di
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Pengadilan, serta kedudukan dan kekuatan alat bukti rekaman video CCTV
dalam pembuktian.

Bab IV merupakan suatu analisa yang menganalis terhadap alat bukti
rekaman video CCTV (Closed Circuit Television) dalam upaya pembuktian,
dengan pokok analisis mengenai keakuratan dan validitas alat bukti rekaman
video CCTV dalam kasus pidana, serta kedudukan dan kekuatan alat bukti
rekaman video CCTV menurut KUHAP dan Hukum Islam.

Bab V penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

ALAT BUKTI DALAM KUHAP DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Fungsi Alat Bukti

Pengertian alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya
dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat
dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim
atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.!

DR. Hamzah memberikan batasan mengenai istilah alat bukti yang
dikutip oleh Bambang Waluyo, yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu
dalil atau dakwaan. Kemudian alat bukti adalah upaya pembuktian melalui dalil-
dalil atau dalam perkara pidana dakwaan sidang pengadilan misalnya keterangan
terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, yang dalam perkara

perdata termasuk juga persangkaan dan sumpah.?

Menurut Ibnu Qoyyim al Jauziyyah alat bukti adalah bukti yang diajukan
di depan pengadilan untuk menguatkan gugatan. Untuk memberikan dasar

kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan para pihak yang

' Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana {Bandung:
Mandar Maju, Cet. I, 2003), 11

2 Bambang Waluyo, Sistenr Pembuktian Dalam Peradilsn Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika,
Cet. II, 1996), 23

22
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dibebani pembuktian peristiwa-peristiwa di muka persidangan.’ Maupun dalam
pendapatnya yang lain bahwa yang disebut alat bukti adalah setiap alasan yang
dapat memperkuat dakwaan atau gugatan, sedangkan apa yang disebut bayyinah
adalah apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran akan
suatu hal*

Maka bisa disimpulkan pengertian alat bukti yaitu suatu hal yang berupa
barang atau non barang yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang mana
hal itu digunakan untuk memperkuat dakwaan/tuntutan/gugatan ataupun dalam
menolak tuntutan maupun gugatan.

Dalam perkara pidana selain alat bukti juga ada istilah barang bukti.
Barang bukti berfungsi untuk menambah keyakinan hakim dalam menentukan
kesalahan terdakwa. Sehubungan dengan itu, maka barang bukti tersebut
haruslah diusahakan oleh penyelidik agar proses penyelesaian perkara bisa
berjalan dengan lancar.

HIR (Herziene Inlands Reglemenf) adalah sumber ketentuan Hukum
Acara Pidana yang berlaku di wilayah Jawa, bahwasanya di dalam HIR (Herziene
Inlands Reglemenf) pengertian barang bukti hanya berupa barang-barang
bergerak saja. Mengenai pengertian barang bergerak, sebagaimana pasal 509

KUHPerdata bahwa karena sifatnya, benda yang dapat dipindahkan yaitu antara

* Muhammad Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam, alih bahasa: Imron AM (Surabaya: PT
Bina [lmu, 1993), 107
4 Ibid,125
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lain meja, kursi dan barang yang bisa berpindah sendiri, misalnya ternak.
Sedangkan barang bergerak menurut pasal 511 KUHPerdata bahwa karena
sifatnya benda yang bergerak misalnya memungut hasil dari benda yang
bergerak. Barang bergerak bisa dikatakan dengan benda yang tidak dapat
dipindahkan, misalnya tanah. Benda berwujud yaitu benda yang dapat ditangkap
oleh panca indera. Benda tidak berwujud yakni hak-hak subyektif.>

Dengan melihat beberapa pendapat di atas, maka bisa diambil pengertian
mengenai barang bukti. Barang bukti adalah barang-barang yang berwujud,
bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti dan mempunyai fungsi
untuk diperlihatkan kepada terdakwa atau saksi di persidangan  guna
memperkuat keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.® Terdapat
pengertian yang berbeda antara alat bukti dan barang bukti, meskipun secara
istilah mempunyai bahasa yang hampir sama, namun secara garis besar alat bukti
masih bersifat abstrak dan berwujud benda sedangkan barang bukti bersifat
konkret dan dipastikan benda yang bisa diindera.

Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

* Rosita, Hukum Pembuktiag, 60
% Djoko Prakoso, Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalsm Proses Pidana
(Yogyakarta: Liberty, Cet. I, 1988), 148
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bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang

bersalah melakukannya”.’

Maka dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam memutus suatu
perkara tindak pidana, seorang hakim harus mengetahui secara pasti dengan alat
bukti yang ditunjukkan dalam persidangan. Hal ini adalah semata-mata hanya
untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi
seseorang yang akan dijatuhi hukuman.

Adapun kebenaran yang dicari oleh seorang hakim, aparat hukum dan
terdakwa adalah kebenaran materiil, yang hal itu harus ditunjang dengan alat
bukti yang kuat keberadaannya dan diakui oleh hukum. Karena dalam
menjatuhkan hukuman, seorang hakim harus bisa menunjukkan minimal dengan
dua alat bukti. Dari pihak penuntut umum, alat bukti tersebut akan digunakan
sebagai dasar pengajuan tuntutan pidana (requisitor) dan untuk meyakinkan
hakim akan kebenaran surat dakwaan yang dijatuhkan pada pengadilan.
Kemudian pihak terdakwa dalam hal ini penasehat hukum menyerahkan alat
bukti yang digunakan untuk memberikan pembelaan terhadap terdakwa bahwa
kliennya tidak seperti apa yang ada pada surat dakwaan penuntut umum, selain

itu juga untuk meyakinkan hakim bahwa kliennya tidak bersalah di persidangan,

R Soesilo, KUHAP Dengan Penjelasan (Bogor: POLITEIA, 1997), 162
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setidaknya ada aturan-aturan yang menjadi acuan hakim dalam mengambil
putusan untuk memenjarakan terdakwa atau tidak.®

Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang
mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang
dianut dalam hukum pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti.
Semua hal tersebut menjadi kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan
menilai suatu pembuktian.

Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:
a. Undang-undang
b. Doktrin atau ajaran
¢. Yurisprudensi’

Karena hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana,
maka sumber hukum yang utama adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Lembaran Nggara Republik
Indonesia Tahun 1981 No. 78 dan Penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Apabila di dalam praktek
menemui kesulitan dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk

memenuhi kebutuhan, maka dipergunakan doktrin atau yurisprudensi.'®

¥ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 2008), 38
® Rosita, Hukum Pembuktisn, 10
1 18id,, 10
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B. Sistem Hukum Pembuktian

1.

Di dalam teori dikenal 4 (empat) sistem pembuktian yaitu:
Conviction In Time (Pembuktian berdasar keyakinan Hakim)

Ajaran pembuktian conviction in time adalah suatu ajaran
pembuktian yang menyandarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim di
dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada.
Darimana hakim menyimpulkan putusannya tidak menjadi masalah. Ia hanya
boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada di dalam persidangan atau
mengabaikan alat bukti yang ada di persidangan.'’

Akibat pembuktian ini, dalam memutuskan perkara menjadi subyektif
sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar
putusannya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang
mendukungnya. Demikian sebaliknya hakim bisa membebaskan terdakwa
dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada
menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Conviction In Raisone (Pembuktian berdasar keyakinan Hakim dan alasan
yang logis)

Ajaran pembuktian conviction in raisone adalah suatu ajaran
pembuktian yang tetap menyandarkan pada keyakinan hakim dan hakim

tetap tidak terikat pada alat-alat yang telah ditetapkan dalam Undang-

" Ibid, 14
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Undang namun hakim bisa mempergunakan alat-alat bukti di luar yang
ditentukan oleh Undang-Undang.'?

Di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang
tersangka haruslah didasarkan pada alasan-alasan yang jelas. Hakim harus
mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan
alasan (reason), karena putusan tersebut juga berdasarkan alasan yang dapat
diterima oleh akal (reasonable). Sistem pembuktian ini dikenal dengan sistem
pembuktian bebas.

. Positief Wetelijk (Pembuktian berdasar Undang-Undang)

Sistem pembuktian positif (positief wetelijk) adalah sistem
pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti
yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.l3

Seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana
hanya didasarkan pada alat bukti yang sah. Alat bukti yang ditetapkan oleh
Undang-Undang adalah penting. Keyakinan hakim sama sekali diabaikan.
Pada pokoknya apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara
pembuktian dan alat bukti yang sah yakni yang ditentukan oleh Undang-
Undang maka terdakwa bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, oleh

karena itu sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.'*

12 1bid, 15
B 1bid, 16
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C. Macam-Macam Alat Bukti Menurut KUHAP

Di dalam pasal 184 KUHAP disebutkan dengan jelas macam-macam alat

bukti yang sah, yaitu:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdawa'’
Alat bukti yang terdapat di pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang
mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu tidak

diperbolehkan untuk mempergunakan alat bukti di luar alat bukti yang telah

ditetapkan dalam membuktikan kesalahan pihak terdakwa.

Penjelasan tentang macam-macam alat bukti menurut KUHAP pasal 184

ayat 1, yaitu:
1. Keterangan Saksi

Seperti yang telah dijelaskan di dalam KUHAP pasal 185 ayat 1
bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana

yang berupa keterangan yang mengenai suatu peristiwa pidana yang ia

7 R. Soesilo, X UHAP Dengan, 162
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dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan
dari pengetahuanya itu, Dalam artian keterangan saksi tidak berlaku apabila
diperoleh dari orang lain (testimony de auditu). Keterangan saksi sebagai alat
bukti ialah apa yang saksi nyatakan di muka sidang pengadilan. Dengan
maksud hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka

sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah.

Dalam hukum acara pidana dikenal adanya saksi-saksi yang
memberatkan terdakwa (saksi a charge) dan saksi-saksi yang meringankan
terdakwa (saksi a de charge). Kedudukan sebagai saksi merupakan kewajiban
bagi setiap orang. Karena itu saksi yang dipanggil oleh penyidik/penuntut
umum atau pengadilan wajib untuk memenuhi panggilan, jika menolak untuk
memenuhi panggilan/memberikan keterangan maka dapat dituntut dan

diancam pidana berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku.'®

Keterangan saksi bisa menjadi kekuatan alat bukti yang sah jika
diucapkan di dalam persidangan dengan disumpah terlebih dahulu. Di dalam
KUHAP pasal 187 ayat 7 diterangkan bahwa saksi yang tidak disumpah
meskipun bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain bukan merupakan
alat bukti yang sah namun hanya sebagai tambahan keterangan saja.
Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa

terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada

'® Suharto, Penuntutan Dalam Praktek Peradilan (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 1997), 141
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terdakwa (unus festis nullus). Namun apabila keterangan seorang saksi
tersebut didukung setidak-tidaknya dengan satu alat bukti yang sah lainnya,
maka keterangan saksi itu dinilai cukup untuk membuktikan kesalahan

terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan.'’

Di dalam KUHAP pasal 185 ayat 5 di jelaskan bahwa keterangan
beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat
digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada
hubungannya satu dengan yang lain sehingga dapat membenarkan adanya
suatu kejadian atau keadaan tertentu. Jadi dalam penilaiannya hakim harus

dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

a. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain

b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang sah lainnya

c. Alasan yang mungkin dipergunkan saksi untuk memberi keterangan yang
tertentu

d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya
bisa mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya®

. Keterangan Ahli

Adapun alat bukti yang nomor dua yaitu keterangan ahli, di dalam

KUHAP dijelaskan di dalam pasal 186 yang disebutkan bahwa keterangan

' Ibid, 142
2 H. M. A Kuffal, Penerapan KUHAP, 17
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ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Menurut
KUHAP pasal 1 butir 28 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan
keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang
mempunyai keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat
tentang suatu perkara pidana guna untuk kepentingan pemeriksaan di sidang

pengadilan.”!

Keterangan dari ahli mengenai masalah atau keadaan yang ada
hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan harus sesuai dengan
keahliannya. Maka jika seorang ahli yang dimintai keterangan dalam suatu
perkara tertentu, sedangkan. ia bukan ahli dalam bidang tersebut itu maka
tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.
Keterangan ahli ini sangatlah diperlukan dalam rangka upaya pembuktian
perkara pidana, hal ini bisa dilihat dari poin keterangan ahli sendiri yang
menempati urutan nomor dua di dalam KUHAP pasal 184. Penempatan
urutan ini menjadi pertimbangan penting dari pakar hukum yang telah
menyusun macam-macam alat bukti sebagai upaya pembuktian dalam kasus

pidana.

Keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan
oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk “laporan”

dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau

2 Ibid, 18
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pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik
atau penuntut umum, maka pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan
diminta untuk memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah terlebih
dahulu dihadapan hakim.? Seorang ahli dalam hal ini memberikan
keterangan yang berupa kesimpulan pengetahuannya tentang masalah yang
bersangkutan. Sehingga dapat memberikan keyakianan pada hakim atas
putusan yang akan dibuatnya. Apakah seorang terdakwa tersebut layak atas
hukuman yang diberikan atau justru sebaliknya. Hakim tidak mungkin
menguasai semua perkara yang disidangkan, dengan demikian hakim harus
mengetahui segala sesuatu dengan jelas dan semua faktor sebab dan

akibatnya permasalahan tersebut.

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan
ahli yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (vrijbewijkracht)
yaitu didalamnya tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna

dan mementukan.?

Hakim mempunyai kebebasan dalam penilaian
pembuktian dengan beberapa beban yang ditanggungnya antara lain tangung

jawab atas landasan moral demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

2 Suharto, Pepuntutan Dalam Praktek, 149
M. Yahya Harahap, Pembahasau Permasalahan dan Penerapan K. UHAP (Jakarta: Sinar
Grafika, Cet. I, 2000), 278
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. Alat Bukti Surat

Yang dimaksud dengan alat bukti surat ialah surat yang dibuat atas

kekuatan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu:

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat
umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat
keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau
yang dialaminya sendiri yang disertai dengan alasan yang jelas dan tegas

tentang keterangannya itu.

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perunang-undangan atau
surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata
laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi

pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan
keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta

secara resmi dari padanya.

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya denga isi dari

alat pembuktian yang lain.?*

# Rosita, Hukum Pembuktian, 62
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Adapun alat bukti surat atau tulisan dapat diidentifikasikan sebagai
segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk
menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai alat bukti
dalam pembuktian.? Jadi segala sesuatu yang tidak mengandung suatu buah
pikiran, maka bukan termasuk alat bukti tertulis atau surat-surat. Di dalam
Hukum Acara Pidana mengenai alat bukti surat dapat dilihat nilai
kekuatannya yang ditinjau dari segi teori dengan menghubungkan beberapa
prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP, yaitu terdapat dua macam

bentuk:

a. Dari segi Formal
b. Dari segi Materiil®®

Jika ditinjau dari segi formal secara teoritis maka KUHAP pasal 187
pada point a, b, ¢ adalah alat bukti yang sempurna karena bentuk surat-surat
yang dimaksud adalah surat otentik atau resmi yang dibuat menurut
formalitas perundang undangan dan kandungan di dalam surat tersebut dari
pejabat yang berwenang, maka penilaian tentang kekuatan pembuktian surat
otentik tersebut sebagai pembuktian yang sempurna adalah wajar, dengan
syarat tidak ada alat bukti yang lain yang dapat melumpuhkan pembuktian

sural otentik tersebut.

% Raihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada,
Cet. I1, 1992), 153
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan, 285
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4. Petunjuk

Alat bukti berupa petunjuk diterangkan dalam KUHAP pasal 188

ayat 1 dan 2 sebagai berikut

a. Petunjuk adalah sesuatu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena
persesuainya, baik antara satu dengan lainnya, maupun dengan tindak
pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana

dan siapa pelakunya.

b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 hanya dapat diperoleh

dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat.?’

Jika ditinjau dari KUHAP pasal 188 ayat 2 bahwa alat bukti petunjuk didapat
atau berasal dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, maka
petunjuk akan dapat dihasilkan dari beberapa alat bukti tersebut, kemudian
diolah sesuai dengan perbuatan, kejadian atau keadaan yang dicari dan

diwujudkan,

Alat bukti petunjuk berbeda seperti alat bukti yang lainnya, yaitu
mempunyai kriteria dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Petunjuk
sebagai alat bukti dalam KUHAP pasal 184 diperiukan dalam pembuktian

apabila alat bukti yang lainnya belum dianggap hakim cukup membuktikan

2 Rosita, Hukum Pembuktian, 17
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kesalahan terdakwa. Sebelum menggunakan alat bukti petunjuk hakim harus
berdaya upaya terlebih dahulu dalam mencukupi pembuktian sebelum
memutuskan menggunakan petunjuk untuk digunakan sebagai alat bukti.
Dengan demikian alat bukti petunjuk boleh digunakan dalam tingkat keadaan
daya upaya pembuktian yang sudah tidak mungkin diperoleh lagi. Nilai
kekuatan alat bukti petunjuk menganut asas pembuktian bebas, Dikarenakan
hakim tidak terikat pada kebenaran persesuaian yang diwujudkan alat bukti
petunjuk dalam upaya pembuktian, sebab alat bukti petunjuk tidak bisa

berdiri sendiri tanpa adanya alat bukti yang lainnya.”®

Dari perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan
yang dijumpai oleh hakim di dalam keterangan terdakwa seperti itulah,
KUHAP dapat membenarkan hakim membuat suatu pemikiran dalam
penerapannya dan kepada hakimlah diletakkan kepercayaan untuk
menetapkan apakah suatu perbuatan, kejadian atau keadaan merupakan
petunjuk. Semuanya harus dipertimbangkan secara cermat dan teliti. Perlu
diperhatikan bahwa keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya
sendiri, maka keterangan kawan terdakwa yang bersama-sama melakukan

perbuatan tidak boleh dipergunakan sebagai petunjuk.”

2 1bid, 79
2 Ibid, 19
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Karena adanya syarat yang satu dengan yang lain harus terdapat
persesuaian, maka dengan demikian berakibat bahwa sekurang-kurangnya
perlu ada 2 (dua) petunjuk untuk memperoleh bukti yang sah atau sebuah alat
bukti petunjuk dengan satu buah bukti lain yang ada persesuaian dalam

keseluruhan pembuktian yang dapat menimbulkan keyakinan hakim.

. Keterangan Terdakwa

Di dalam KUHAP pasal 189 dijelaskan pengertian alat bukti
keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa
nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau
ketahui sendiri atau yang dialami sendiri. Keterangan terdakwa yang
diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti
di persidangan, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu bukti yang sah
sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepada terdakwa.* Sedangkan
istilah “keterangan terdakwa” mempunyai makna yang lebih luas
dibandingkan dengan kata “pengakuan”. Karena keterangan terdakwa dapat
berisi pengakuan atas sangkaan/dakwaan, akan tetapi dapat juga berisi
pengingkaran/pemungkiran atas sangkaan/dakwaan atas diri terdakwa

disertai dengan penjelasan yang berkaitan dengan pemungkiran tersebut.

3 Ibid, 167
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Keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan dapat
digunakan untuk membantu menemukan bukti di dalam persidangan.
Keterangan yang diberikan di luar sidang adalah keterangan terdakwa yang
diberikan dalam pemeriksaan penyidikan yang dicatat dalam BAP (Berita
Acara Pemeriksaan)’' Jadi bisa dikatakan bahwa “keterangan terdakwa”,
yaitu memberikan kesempatan yang sebebas-bebasnya kepada terdakwa
untuk mengutarakan segala sesuatu yang dilakukan atau yang diketahuinya
dalam peristiwa pidana. Dengan demikian terpenuhilah hak asasi manusia
khususnya bagi terdakwa dengan bersikap dan menempatkan terdakwa atas
asas praduga tidak bersalah sebagai salah satu asas dalam hukum acara

pidana.

D. MACAM ALAT BUKTI MENURUT HUKUM ISLAM

Dalam kajian hukum Islam, mengenai macam alat bukti terdapat
perbedaan pendapat dari banyak ulama’. Menurut fugaha, alat bukti dalam

Hukum Islam diantaranya yaitu:

1. Igrar(pengakuan)
2. Syahadah (kesaksian)

3. Yamin (sumpah)

3UH. M. A. Kuffal, Penerapan KUHAP, 26
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4. Nukul (menolak sumpah)

S. Qasamah (bersumpah 50 orang)

6. YImu Qadi (pengetahuan hakim)

7. Qarinah (petunjuk/sangkaan) yang meyakinkan>2

Adapun menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Anshoruddin,

menerangkan bahwa alat bukti dalam dakwaan yaitu:

1. Ikrar

2. Kesaksian

3. Sumpah dan

4. Dokumen resmi yang mantab>>

“Hujjah” ialah sesuatu yang membenarkan gugatan. Hujjah yang
menguatkan gugatan merupakan suatu jalan untuk mengetahui keadaan-keadaan
yang berhubungan dengan gugatan. Para fiugaha berpendapat bahwa hujjah

(bukti-bukti) dalam hukum Islam ada 7 (tujuh) macam, yaitu:
1. Igrar(pengakuan)

Alat bukti pengakuan dalam hukum Islam disebut dengan a/-Igrar.

Pengakuan bisa berupa ucapan atau isyarat bagi orang yang bisu atau sulit

% Hasbi Ash Shiddieqi, Peradilan Dan Hukum Acara Islam (Jakarta: PT Sinar Persada, Cet.
1, 1997), 116

33 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dap Hukum Positif
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2004), 56
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berbicara dan juga dibenarkan pengakuan dalam bentuk tulisan, meskipun
sebagian ulama’ tidak menerimanya dengan alasan bahwa tulisan-tulisan
tersebut dapat fasyabuh (serupa) dan mungkin dapat dipalsukan.>* Demikian
juga pendapat dari golongan Hanafiah, bahwa orang yang sanggup berbicara
pada asalnya tidak diterima isyaratnya, terkecuali pada beberapa masalah

yang dikecualikan. Seperti dalam masalah mengaku keluarga,®®

Hasbi Ash Shiddieqi menjelaskan bahwa hujjah (bukti) yang paling
kuat adalah pengakuan pihak tergugat. Dalam hal untuk membenarkan
pengakuan, maka sangat perlu orang yang memberikan pengakuan itu dalam
keadaan berakal, baligh, tidak dipaksa dan bukan orang di bawah
pengampunan. Jika si tergugat sudah memberikan pengakuan, maka dia tidak
dapat menarik kembali pengakuan dalam hal-hal yang mengenai hak hamba,
tetapi dia dapat menarik kembali pengakuannya dalam perkara zina dan
minum khamr. Meskipun pengakuan dipandang sebagai bukti yang paling
kuat. Namun bukti pengakuan ini juga merupakan Aujjah yang terbatas, yaitu
hanya mengenai diri si pemberi pengakuan saja, tidak dapat mengenai diri
orang lain, sehingga berbeda dengan kesaksian yang terkait dengan orang

lain.

* Muhammad Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam, alih bahasa: Imron AM (S urabaya: PT
Bina Ilmu, 1993), 101
% Shiddieqi, Peradilan Dan Hukum, 137
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Lebih lanjut dijelaskan bahwa menurut hukum asal, apabila si
tergugat sudah mengaku, maka hakim dapat memutuskan perkara dengan
memenangkan pihak penggugat tanpa perlu mendengar keterangan yang
lainnya lagi. Namun para fiigaha mengecualikan beberapa masalah. Dalam
masalah-masalah itu masih diperlukan bukti-bukti dari pihak tergugat untuk

menghilangkan kekurangan-kekurangan yang timbul pada suatu pihak.*

. Syahadah (kesaksian)

Dalam hukum Islam alat bukti saksi disebut syahid (saksi lelaki) dan
syahidah (saksi perempuan ) dari kata musyahadah yang berarti menyaksikan

dengan kepala sendiri.

Bayyinah dalam istilah fugaha sama dengan syahadah (kesaksian).
Ibnu Qayyim mengartikan bayyinah dengan segala sesuatu yang dapat
menjelaskan perkara. Sedangkan syahadah ialah mengemukakan kesaksian

untuk menetapkan hak atas diri orang lain.

Alat bukti saksi ini merupakan faktor penting yang harus ada di
dalam peradilan. Segala persoalan adakalanya bisa selesai dengan
tercukupnya saksi-saksi walaupun terdakwa menolak atau menjadi batal

karena faktor saksi pula. Oleh karena itu, orang yang menjadi saksi tidaklah

38 Ibid, 138
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orang yang sembarangan, harus orang-orang pilihan, yaitu orang-orang yang

memiliki persyaratan menjadi saksi.’’

Para fiigaha menetapkan dalam kesaksian itu diperlukan bilangan.
Karena hal ini merupakan suatu urutan ibadah. Walaupun sebenarnya
menurut logika kebenaran itu berdasarkan kepada keadilan dan kejujuran

orang yang memberikan kesaksiannya, bukan kepada bilangannya.

Muhammad Salam Madkur mengidentifikasi jumlah bilangan saksi,
diantaranya ada yang tidak boleh kurang dari 4 orang saksi seperti dakwaan
zina, ada yang tidak boleh kecuali 2 orang saksi laki-laki yang adil, seperti
dakwaan pérkara yang diancam hukuman had selain zina dan seperti dakwaan
perkara yang diancam hukuman gisas, baik jiwa, mapun angota badan, dan
diantaranya lagi boleh saksi yang terdiri dari kaum laki-laki dan perempuan,
seperti perkara-perkara gugatan harta benda, kasus perkawinan, perwalian,
wasiat, iddah, wakaf, perdamaian, hibah, pengakuan dan pembebasan. Ada
juga saksi yang hanya boleh khusus bagi seorang perempuan saja tanpa
adanya saksi laki-laki, ini menyangkut hal-hal yang lazimnya hanya diketahui
bagi orang perempuan saja, seperti masalah kelahiran, cacat-cacat perempuan

dan keperawanan. Ada juga saksi yang khusus bagi seorang laki-laki seperti

V7 Shiddieqi, Peradilan Dan Hukum, 116
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kejadian di antara anak-anak di tempat-tempat mereka belajar atau tempat

mereka bekerja.*®

Hakim bisa menolak pernyataan dari saksi yang dirasa keterangannya
tidak benar. Hakim harus tidak ragu-ragu jika menerima pernyataan dari
saksi yang dirasa keterangannya benar. Namun hakim berkewajiban untuk
mendengarkan keterangan dari saksi tanpa terkecuali. Karna dengan proses

pembuktian dengan saksi ini merupakan langkah untuk mencari kebenaran.

Selain keharusan berbilang saksi juga diharuskan saksi itu orang yang
adil. Karena tidak akan diterima kesaksian orang yang terkenal berdusta,
buruk perangai dan keadaan. Juga tidak diterima kesaksiar{nya apabila antara
saksi dan pihak terdakwa ada permusuhan keduniaan atau ada hubungan
kekerabatan, perkongsian dan sebagainya. Bahkan secbagian mazhab

mengharuskan hakim meneliti benar-benar tentang keadaan saksi.*

Berita yang disampaikan secara mufawatir menurut fiugaha adalah
alat bukti yang paling nyata lebih kuat dari pada dua saksi. Maka perlu

diingat bahwa berita mutawair memperoleh kedudukan yang demikian

*8 Madkur, Peradilan Dalam Isiam, 125
*° Shiddieqi, Peradilsn Dan Hukum, 146
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karena apabila yang diberitakan itu suatu urusan yang mungkin terjadi, baik

menurut hissi atau menurut ‘agli.*’

Di antara syarat menerima kesaksian ialah keadilan para saksi.
Keadilan para saksi yang menyebabkan hakim dapat menolak para saksi yang
tidak adil, atau tidak dapat dipegang perkataannya. Kebanyakan mazhab
sependapat bahwa hakim harus memastikan benar-benar kejujuran saksi, baik

secara rahasia, maupun terang-terangan.
Yamin (sumpah)

Menurut Hadis Rasulullah saw, pihak yang menuntut hak dibebankan
untuk membuktikan, sedangkan pembuktian pengingkaran dari pihak yang
dituntut adalah dengan sumpah. Ini menunjukkan bahwa hukum asal sumpah

itu adalah hak pihak yang digugat.

Sumpah bukanlah merupakan alat bukti untuk menetapkan hak, hal
ini ditempuh hanya karena mengharapkan penolakan pihak yang diminta
melakukannya di depan sidang pengadilan. Setelah terjadi penolakan, barulah
hakim menjatuhkan putusan atas dasar penolakan tersebut dan hakim harus
mengingatkan kepada pihak tergugat tentang akibat yang akan menimpanya
apabila ia sampai memberikan sumpah palsu yang mana hal ini akan

mendorongnya untuk mengakui keadaan yang sebenarnya. Apabila tergugat

0 Ibid, 148
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telah bersumpah, maka selesailah persengketaan antara penggugat dan
tergugat tentang perkara yang dipersengketakan. Maka sejak itu dan semua
yang akan datang, menurut pendapat yang kuat, karena pembuktian sudah
tidak berhasil dan jika tergugat menolak sumpah, maka dijatuhkan putusan

atas kemenangan penggugat.”*!

Sumpah sebagai suatu jalan untuk menetapkan hukum merupakan
jalan yang sudah paling tua di dunia. Dengan bersumpah akan
memperingatkan telah berjanji kepada Allah yang menyuruhnya berlaku
benar. Maka pada dasarnya sumpah merupakan bukti yang paling kuat,
karena yang bersumpah akan terus mengingat dosa-dosa yang akan

dibebankannya nanti.
Nukul (penolakan sumpah)

Alat bukti nwku/ dikenal dalam hukum Islam adalah penolakan
sumpah yang berarti pengakuan, maka ia merupakan alat bukti yang terbatas
juga dan penggugat harus memperkuat lagi gugatanya dengan bukti lain agar
gugatannya dapat mengena kepada pihak lain (selain pihak yang menolak

sumpah).*?

! Madkur, Peradilan Dalam Islam, 129
2 Anshoruddin, Hukum Pembuktian, 95
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Tentang penolakan sumpah sebagai alat bukti ini diperselisihkan oleh

kalangan figaha, sebagaimana diuraikan oleh Salam Madkur.®

a. Mazhab Hanafi menganggap menolak sumpah adalah merupakan alat
bukti yang dapat dipergunakan sebagai dasar putusan dan ini juga
pendapat dari Usman bin ‘Affan dan Qadi Syuraih. Ada riwayat yang
menyatakan, bahwa Abdullah bin Umar telah menjual seorang hamba
seharga 800 dirham dalam keadaan sehat, kemudian pembelinya
memperkarakan penjualnya kepada Usman bin ‘Affan, lalu Usman
berkata kepada penjual (Abdullah bin Umar), ‘“Bersumpahlah, bahwa
kamu telah menjualnya sedang hamba sahaya itu dalam keadaan sehat ”
kemudian Abdullah menolak untuk bersumpah, maka dikembalikanlah

hamba sahaya tersebut kepada penjualnya oleh Umar.

b. Mazhab Imam Syafi‘i dan Maliki menyatakan, bahwa penolakan sumpah
tidak dipakai sebagi alat bukti, tetapi jika tergugat menolak gugatan
penggugat, maka pengugatlah yang disumpah, kemudian jika mau
bersumpah maka putuslah atas dasar sumpah penggugat dan jika ia

menolak sumpah maka ia dikalahkan.

3 Madkur, Peradilan Dalam Islan, 70
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5. Qasamah (bersumpah 50 orang)

Alat bukti Qasamah merupakan suatu jalan untuk memutuskan suatu
perkara dengan mewajibkan diyat atas yang dituduh dan diyat itu diberikan
kepada wali yang terbunuh. Jalan ini dibenarkan oleh sumpah. Apabila
didapati seseorang telah mati terbunuh di suatu tempat tetapi tidak diketahui
pembunuhnya, maka apabila wali pihak terbunuh menuntut bela dengan jalan
Qasamah, dan cukup pula syarat-syarat Qasdmah, maka haruslah
permintaannya itu dikabulkan. Disuruh 50 orang dari penduduk kampung,
dimana jenazah itu diketemukan yang ditunjuk oleh wali pihak terbunuh, lalu
masing-masing mereka bersumpah, maka dipungutlah diyat dari mereka

untuk diberikan kepada wali pihak terbunuh.*

Hal ini demi tegaknya prinsip keadilan dengan selalu menghomati hak
asasi seseorang, terutama menyangkut hak untuk hidup. Jiwa seseorang
merupakan suatu anugerah yang harus dijaga, demikian pula ketika sudah
meninggal. Maka seseorang yang mati terbunuh wajib untuk dicari keadilan

demi tegaknya kemaslahatan umat.
6. ‘llmu Qadli (pengetahuan hakim)

[lmu pengetahuan hakim yang diperoleh dari sesuatu tidak

berhubungan erat dengan penggugat, tidak dibenarkan oleh Abu Hanifah

* Shiddieqi, Peradilan Dan Hukum, 162
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untuk dijadikan dasar dalam memutuskan perkara. Tetapi Abu Yusuf dan
Muhammad Ibn al Hasm membolehkannya. Adapun ilmu hakim yang
diperoleh pada waktu pemeriksaan perkara, maka hakim boleh memutuskan
perkara dengan ilmunya, terkecuali dalam bidang pidana tidak dapat
dipergunakan segala hal-hal yang meragukan. Meskipun demikian fiugaha
mutaakhirin berpandangan, bahwa hakim tidak boleh berpegang kepada
ilmunya secara mutlak dalam segala bentuk gugatan.*’ Suatu kasus kadang
kala mempunyai unsur tersendiri yang biasanya seorang hakim tidak
mengetahuinya. Maka dari itu seorang hakim selain wajib untuk memahami
ilmu-ilmu hukum Islam, juga dituntut untuk mengetahui limu-ilmu yang lain

demi mendukung proses persidangan dan tentunya demi keadilan hukum.

Dari kalangan ulama’ yang menentang pendapat yang menyatakan
bolehnya menggunakan ‘i/mu gadi scbagai alat bukti, membawakan apa yang
diriwayatkan Ad Dahhaq bahwa Umar bin Khatab pernah memeriksa
perkara, di mana pihak-pihak yang bersengketa itu telah diketahui duduk
persoalan mereka. Kemudian Umar berkata kepada pihak penggugat, ‘Jika
aku suka maka aku akan bertindak sebagai saksi dan akau tidak bertindak

sebagai hakim, atau sebaliknya”. Ada juga riwayatl yang sah dari As Sya‘abi,

* Anshoruddin, Hukum Pembuktian, 123



sl

bahwa ia pernah berkata, “Aku tidak akan bertindak sebagai saksi dan hakim

secara serentak’’*®

Qarinah (petunjuk/sangkaan) yang meyakinkan

Qarinah adalah tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim
dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad. Tanda-tanda tersebut yang

dapat menimbulkan keyakinan.*’

Ulama’-ulama’ Hanafiyah banyak mempergunakan bukti Qarinah
scbagai sarana untuk menyelesaikan perkara. Bukti-bukti ini didasarkan
kepada pertimbangan hakim, kenyataan yang sering terjadi, serta * urf(adat)

yang ada di masyarakat.*®

Suatu kasus atau peristiwa pasti mempunyai sebuah tanda-tanda
ataupun petunjuk yahg di dalamnya terdapat suatu rahasia yang bisa
mengantarkan ke jalan kebenaran. Hakimlah yang akan meneliti dan
mencermati segala kasus atau peristiwa tersebut untuk dicari kebenaran demi

tegaknya keadilan.

Kejadian-kejadian yang telah biasa terjadi di dalam masyarakat bisa

menjadi sebuah alat bukti Qarinah. Hal ini mempunyai maksud bahwa setiap

* Madkur, Peradilan Dalam Islam, 140
*7 Anshoruddin, Hukum Pembuktian, 123
%8 Shiddieqi, Peradilan Dan Hukum, 168
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tindakan yang dilakukan seseorang tidak akan jauh dari apa saja yang sudah

ada di dalam masyarakat.
Alat bukti Qarinah terbagi menjadi menjadi dua:*
a). Qarinah Qonuniyah, yaitu Qarinah yang ditentukan oleh Undang-Undang

b). Qarinah Qadaiyyah, yaitu Qarinah yang merupakan hasil kesimpulan

hakim setelah memeriksa perkara

Qarinah dalam Hukum Islam bisa digunakan sebagai alat bukti bagi
hakim untuk memutuskan suatu perkara, Hal ini dapat difahami dari contoh
konkrit cerita dalam Q. S. 12 Yusuf: 23-29, tentang kasus Nabi Yusuf a.s dan

Zulaiha (Istri Qitfir).

“Ketika Qitfir suami Zulaiha pergi, Zulaiha mengajak dan memaksa
Yusuf untuk berbuat mesum, tapi Nabi Yusuf tidak mau. Kemudian
berlarilah Nabi Yusuf ke luar rumah. Tiba di pintu, baju Nabi Yusuf ditarik
oleh Zulaiha dari belakang sehingga terkoyak dan tepat waktu itu suami
Zulaiha datang. Karena tertangkap basah, Zulaiha mengadu pada suaminya
bahwa Nabi Yusuf mengajaknya dan memaksa untuk berbuat zina, Pada saat
yang demikian, seorang keluarga Zulaiha memberi kesaksian bahwa “Gika
baju Yusuf koyak di bagian muka berarti Yusuf yang salah, tapi jka koyak di
bagian belakang, berarti Yusuf yang benar” Lantas suami Zulaiha melihat
baju Yusuf, ternyata koyak dibagian belakang, berarti Yusuflah yang benar.
Kemudian Yusuf disuruh merahasiakan hal itu (karena malu) dan Zulaiha
dihukum oleh suaminya untuk bertobat dan meminta ampun.*

172

 Ibid, 169
%Raihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Rajawali Press, Cet. II, 1992),
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Banyak contoh yang menunjukan bahwa Islam menganggap Qarinah
sebagi alat bukti, dan bahwa Rasullah saw menganggap dan mengunakan
Qarinah sebagai dasar putusannya. Serta disebutkan lagi bahwa Rasulullah
saw pernah menahan orang dan menghukum tertuduh setelah timbul
persangkaan karena tampak tanda-tanda mencurigakan pada diri tertuduh,
dan Nabi pernah memerintahkan orang yang menemukan sesuatu agar
menyerahkan barang temuannya kepada orang yang ternyata tepat dalam

menyebutkan sifat-sifat barangnya yang hilang,

Menurut Mazhab Maliki, Qarinah dapat dijadikan sebagai alat bukti
dalam segala persoalan baik itu merupakan darah, harta benda, had dan lain-
lain. Mercka berpedoman pada apa yang telah ditegasan oleh sahabat Umar
bahwa hamilnya seorang perempuan yang tidak bersuami dan bukan pula

hamba sahaya cukup sebagai bukti untuk memutuskan hukuman had.>

Keharusan bagi para ulama’ untuk selalu menggali ijtihad jika
terdapat sesuatu hal yang baru, khususnya yang terkait dengan masalah alat
bukti di ungkapkan oleh Ibnu Qayyim yang dikutip oleh Muhammad Salam
Madkur, yaitu:

“Inilah segi yang dilalaikan orang sehingga mereka meninggalkan
hukuman had dan menyia-nyiakan hak-hak serta membuat penyelewengan-
penyelewengan semakin berani menimbulkan kerusakan, dan mereka
menjadikan syari’at Islam semakin sempit ruang lingkupnya, dan menutup
diri mercka dari jalan-jalan yang benar mengungkap kebenaran dan

5t Anshoruddin, Hukum Pembuktian, 89
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melaksanakannya dan dilain pihak ada orang-orang yang melampaui batas,
schingga berakibat keluar dari garis yang telah ditentukan hukumnya olech
Allah SWT dan Rasul-Nya. Padahal Allah SWT mengutus utusan-utusan-
Nya dan menurunkan Kitab-Kitab adalah agar manusia bertindak adil, maka
apabila telah tampak oleh-Nya, sedang Allah SWT telah menjelaskan di
dalam syari’at yang diturunkan-Nya tentang jalan-jalan yang dimaksudkan
demi tegaknya keadilan di tengah-tengah kehidupan manusia, maka jalan
apapun yang sekiranya dapat menegakkan keadilan maka itu berarti dari

» 52
agama .

Dalam menyelesaikan suatu perkara dan penyelesaian tersebut
haruslah memenuhi tuntutan keadilan, maka hakim harus mengenal hukum di
samping peristiwanya. Artinya Hakim harus mengetahui hukum-hukum
Allah atau Undang-Undang yang berlaku dan cara penerapan terhadap kasus
yang ditanganinya. Setelah itu mengetahui duduk perkaranya, agar dapat
menjatuhkan vonis benar dan adil. Hakim haruslah mempunyai pengetahuan
tentang Nas-Nas yang Qat‘i atau hukum-hukum yang telah disepakati
ulama’, dan jika ditemukan maka ditempuhlah jalan ijtihad yang didasarkan
pada persangkaan yang kuat. Imam Malik dan sebagaian fugaha tidak
membenarkan gugatan yang tidak nampak adanya kebenaran dan

penggugatnya tidak diminta untuk bersumpah karena semata-mata melihat

Qarinah atau tanda-tanda secara lahiriyah.*

52 Madkur, Peradilan Dalam Islam, 119
5 Ibid, 93
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Namun tidak semua petunjuk menjadi alat bukti Qarinah. Qarinah
yang bisa dijadikan alat bukti harus jelas dan meyakinkan tidak akan
dibantah lagi oleh manusia normal atau berakal. Kriteria lainnya adalah
semua Qarinah menurut Undang-Undang di lingkungan peradilan sepanjang
tidak jelas-jelas bertentangan dengan Hukum Islam. Qarinah yang demikian
merupakan Qarinah Wadliyah dan dapat dijadikan dasar pemutus walaupun

hanya atas satu Qarinah Wadliyahtanpa didukung oleh bukti lainnya.**

Penolakan sumpah dari pihak tergugat juga merupakan Qarina# yang
menunjukkan kebenaran penggugat. Namun banyak sekali Qarinal-Qarinah
dan tanda-tanda yang lebih kuat petunjuknya dari pada penolakan sumpah,

yang dapat ditemukan kekuatannya itu dengan melalui indera.

54 Anshoruddin, Hukum Pembuktian, 89



BAB III

PEMBUKTIAN REKAMAN VIDEO CCTV

(Closed Circuit Television)

A. Pengertian Kamera Video CCTV

Kamera video CCTV merupakan alat teknologi canggih yang banyak
digunakan oleh manusia. Keberadaannya berfungsi sebagai sarana yang
bermanfaat sebagai pemantau ruang atau keadaan yang sekiranya membutuhkan

pengawasan ekstra.

Video survcillance is a technology system of surveillance by cameras,
which can be set up and used by public authorities on public places for crime
prevention and/or crime prosecution. It is a multifunctional technology, initially
used to manage risk in cases of traffic jams, fire, accidents and crime.!

“Video pengintai adalah sebuah sistem teknologi penjagaan dengan
kamera, yang dapat diatur dan digunakan oleh otoritas publik pada tempat -
fempat umum untuk pencegahan kejahatan dan/atau penuntutan kejahatan. Ini

merupakan teknologi multifungsi, awalnya digunakan untuk mengendalikan
resiko kemacetan lalu lintas, kebakaran, kecelakaan dan kejahatan”

' Brandon C. Welsh and David P. Farrington, Crime Prevention Effects of Closed Circuit
Television: a Systematic Review (London, 50 Queen Anne’s Gate, 2002), 2
56
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CCTV (Closed Circuit Television) atau dalam arti bahasa Indonesia yaitu
Televisi dengan Sirkuit Tertutup adalah perangkat peralatan pengawas
(surveillance) yang memonitor keadaan sekitar melalui kamera pengintai yang
terdiri dari kamera dan sistem DVR (Digital Video Recording). Disebut tertutup
karena hanya bisa di dipantau dengan monitor tertentu yang sudah diinstal. Jadi
berbeda dengan kamera Televisi yang langsung bisa diakses oleh siapapun tanpa
harus menginstal kembali.? Dari pengertian tersebut di atas bisa diketahui
dengan jelas bahwa rekaman video CCTV hanya bisa dilihat atau dipantau oleh
orang yang sudah menginstalnya dengan monitor tertentu. Jadi orang lain
dipastikan tidak akan bisa tahu isi dari rekaman tersebut. Hal ini menjadi salah

satu kelebihan dari fungsi kamera video CCTV.

CCTV (Closed Circuit Television) merupakan teknologi video rekaman
yang pertama kali dibuat oleh Walter Brunch yang diinstal di sebuah area
peluncuran roket di Jerman pada tahun 1990. Dikarenakan peluncuran tersebut
dirasa berbahaya, dan banyak orang yang ingin menyaksikannya, maka dibuatlah
CCTV schingga dapat digambarkan secara detail mengenai peluncurannya.
Teknologi CCTV masih digunakan untuk melihat peluncuran roket, namun

meluas fungsinya ke tempat yang membutuhkan pengamanan tinggi.’

2 Robert Tampubolon, Risk and System Audijting (Jakarta: Elex Media Komputindo, Cet. I,
2008), 5

* Vivien Carli, Assessing CCTV As an Effective Safety and Management Tool For Crime
Solving, Preventionand Reduction (London, 50 Queen Anne’s Gate, 2002), 3
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Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan suatu
keamanan, CCTV merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang bisa
digunakan untuk memantau situasi dan kondisi di tempat tertentu, sehingga
dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak
kejahatan yang telah terjadi. Kamera video CCTV akan memberikan sinyal pada
monitor dan setiap hasil rekaman peristiwa akan disimpan dengan alat tertentu
dan dapat dibuka kembali jika ingin melihatnya. Pada umumnya kamera video
CCTV seringkali digunakan untuk mengawasi tempat-tempat umum,
perkantoran, rumah maupun untuk keperluan lain yang membutuhkan

pengawasan ekstra.

DVR (Digital Video Recorder) adalah sebuah media penyimpan hasil
rekaman yang telah terpantau oleh kamera CCTV. Besar kecilnya
kapasitas penyimpanan hasil rekaman tergantung pada Aarddisk yang terpasang
(pada umumnya 160 Gygabyte, namun adapula yang diupgrade hingga 1
Terabyte). Hasil rekaman video tersebut ada yang berformat QCIF, MPEG-4 dan
AVI. Dengan alat perekam ini memungkinkan kamera CCTV akan bisa diakses
atau di monitor dari mana saja di seluruh dunia dengan menggunakan kabel

telepon, internet dan hand phone yang sudah support dengan GPRS / 3G.*

¢ http://binksblogger.blogspot.com/2009/03/konsep-teknologi-cctv.html (Kamis, 10 Juni
2009)
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Keberadaan alat perekam DVR bisa menyimpan berbagai bentuk
peristiwa, maupun aktivitas kerja orang-orang secara terus menerus. Dari
keseluruhan isi rekaman yang tersimpan tersebut bisa dilihat kembali dan
dianalisis dengan menggunakan sistem tertentu. Sehingga rekaman video CCTV
sangat efektif sebagai sarana untuk mengetahui kejadian-kejadian yang telah
terjadi. Terdapat banyak kecanggihan yang terdapat dari kamera video CCTV.
Banyak jenis kamera CCTV yang telah banyak dikembangkan sebagai sarana

yang menunjang dengan kebutuhan aktifitas kerja manusia.

There are many types of CCTV cameras, they can be categorized by the
“types of images they are able to capture, the amount of frames they can take per
minute, the type of connection to the monitor or video recording device, whether
they are able to move position, and special functions they can provide.’

“Ada banyak jenis kamera CCTV yang dapat dikategorikan dengan jenis
gambar yang mampu untuk menangkap, jumlah frame yang dapat mengambil per
mentt, jenis koneksi ke monitor atau perangkat perekaman video, apakah mereka
mampu berpindah posisi, dan yang dapat menyediakan fungsi khusus”

Kamera video CCTV sudah mengalami kemajuan mulai dari bentuk
fisik kamera yang lebih fleksibel sampai kualitas gambar yang terekam.

Kecanggihan teknologi ini membawa pengaruh besar terhadap tingkat

pengawasan serta memberi kemudahan bagi aktifitas kerja manusia. Semua

5 Martin Gill Angela and Spriggs, Assessing the Impact of CCT V(London: 50 Queen
Anne’s Gate, 2005), 9
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yang terekam oleh CCTV bisa dilihat secara mendetail karena kecanggihan
teknologi ini. Namun, fungsi utama kamera video CCTV tetap sebagai alat

pemantau keadaan.

B. Keakuratan dan Validitas Pembuktian Rekaman video CCTV

Dari segi keakuratan mengenai rekaman video CCTV, diketahui
bahwasannya perkembangan teknologi CCTV telah mengalami perubahan fungsi
yang lebih maju. Dari sekedar sebagai alat perekaman situasi keadaan sampai
bisa melacak seseorang yang hanya diketahui dari sﬁara yang terekam oleh

kamera video CCTV. Hal ini ditegaskan oleh Vivien Carli, yaitu:

CCTV systems have expanded to facial recognition systems, infrared
devices, computerised databases to track people, recording of sounds and voices
(microphones), automated license plate identification, cellular alarm
communication, roving video surveillance, unmanned aerial vehicles and wireless
high-speéed computer networks that transfer images at faster rates and improved
quality.

“Sistem CCTV telah diperluas untuk sistem pengenalan wajah, perangkat
inframerah, database yang terkomputerisasi untuk melacak orang, rekaman svara
dan suara (mikrofon), identifikasi surat izin plat otomatis, komunikasi alarm
seluler, video pengintai keliling, kendaraan udara tak berawak dan komputer
Jaringan nirkabel kecepatan tinggi yang mentransfer gambar pada tingkat yang
lebih cepat dan meningkatkan kualitas”

Teknologi rekaman video CCTV mengalami pekembangan seiring dengan

kebutuhan aktifitas kerja manusia. Rekaman video CCTV tidak hanya merekam

¢ Carli, Assessing CCTV As Aa Effective Safety, 3
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peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, namun juga bisa untuk mendeteksi suatu
hal yang perlu untuk diketahui secara detail. Adapun beberapa kecanggihan

kamera CCTV sebagai berikut:’

1. Facial Recognition Technology, adalah suatu aplikasi komputer yang secara
otomatis mengidentifikasi atau memverifikasi orang dari sebuah gambar
digital atau video frame dari sumber video. Terdapat perangkat lunak yang
menyediakan data untuk menerjemahkan fitur wajah ke rumus-rumus
matematika sederhana yang dapat diperiksa dengan cepat terhadap data yang
telah ada, serta mengenali gambar 3D.

2. Sound Location Technology, adalah suatu aplikdsi komputer yang mengacu
pada integrasi lokasi suara ke sistem video, seperti menghubungkan
tembakan untuk pengenalan wajah. Teknologi ini telah dibuat sebaik
mungkin dan sangat mengesankan karena jumlah investasi oleh militer
Amerika Serikat dalam pengawasan teknologi keamanan. Juga dalam
kontribusi untuk perbaikan dalam gerak analisis deteksi radar dan amplifikasi
cahaya, serta sebagai ekspansi global perusahaan keamanan swasta.

3. Automatic Number Plate Recognition (ANPR) or License Plate
Reader/License Plate Recognition adalah metode pengawasan massa yang
menggunakan pengenalan karakter optik pada gambar untuk membaca piring

lisensi kendaraan. Sistem pencahayaan menggunakan inframerah untuk

7 Ibid, 5
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memindai pelat nomor sekitar satu per detik pada perjalanan mobil hingga
100 mph (160 km / jam) ANPR juga dapat digunakan untuk menyimpan
gambar yang diambil dengan foto pengemudi, namun peran utama dari
teknologi ini untuk memantau arus lalu lintas.

4. Cellular Alarm Communications, merupakan teknologi yang telah
mengembangkan perangkat lunak (fzcer) untuk menghubungkan kamera
video CCTV dengan telepon seluler. Perangkat lunak ini menggunakan
teknologi Bluetooth yang menghubungkan ponsel bersama menjadi sebuah
jaringan. Informasi dibagi antara telepon selular dan peristiwa yang diambil
secara kolektif dan dikirimkan ke komputer melalui sebuah sel standar

koneksi telepon untuk analisa lebih lanjut.

Namun dari segi keakuratan yang ada dalam fungsi kamera video CCTV,
di dalam persidangan, hakim tidak serta merta untuk meyakini begitu saja isi
yang ada pada rekaman video CCTV. Dibutuhkan cara lain untuk diketahui
validitas/keaslian dari isi rekaman video CCTV tersebut. Hal ini perlu dilakukan
karena CCTV merupakan sebuah dokumen elektronik yang keberadaannya bisa
dipengaruhi oleh orang lain. Sehingga besar kemungkinan juga isi dari rekaman
video CCTV tersebut menjadi tidak bisa dibaca ataupun hanya sebuah rekayasa

belaka.
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Pemeriksaan perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada
hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (materiile
waarheid) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai
usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti
yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan
pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan
perkara tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk
mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk
menghindari adanya kekeliruan dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap

diri seseorang.

Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna
kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum
dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat
diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan
atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting
diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnya bagi

para penegak hukum tersebut.

Hakim memerlukan seorang saksi ahli untuk menganalis validitas isi
* rekaman yang ada di rekaman video CCTV (Closed Circuit Television) jika dirasa

perlu untuk proses pembuktian. Hal ini dibutuhkan seorang alhi IT (Jnformasi
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Technology) forensik yang memang sudah memahami bidang keilmuan sistem
keamanan IT.® Digital forensik atau disebut komputer forensik adalah ilmu yang
menganalisa barang bukti digital sehingga dapat dipertanggungjawabkan di
pengadilan. Barang bukti digital tersebut termasuk handphone, notebook, server,
CCTV, memory PC, GPS atau alat teknologi apapun yang mempunyai media

penyimpanan dan bisa dianalisa.’

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa IT forensik adalah
suatu disiplin keamanan komputer yang membahas tentang temuan bukti digital
setelah suatu peristiwa terjadi. Kegiatan forensik komputer sendiri adalah suatu
proses mengidentifikasi, memelihara, menganalisa, dan mempergunakan bukti

digital menurut hukum yang berlaku.

Terdapat 4 (empat) elemen kunci forensik yang harus diperhatikan
berkenaan dengan bukti digital dalam Teknologi Informasi, adalah sebagai

berikut:'°

1. Identifikasi dalam bukti digital (/dentification/Collecting Digital Evidence).
Merupakan tahapan paling awal dalam teknologi informasi. Pada tahapan ini
dilakukan identifikasi dimana bukti itu berada, dimana bukti itu disimpan,

dan bagaimana penyimpanannya untuk mempermudah penyelidikan.

3 IKAHI, Jkatan Hakim Indonesia Varia Perarfi]an (Jakarta: IKAHI, No. 257, 2007), 25
s http://tongkata-kata.blogspot.com/2010/06/it-forensik.html (Kamis, 10 J uni 2010)
' http:// en.wikipedia.org/wiki/Computer_Forensics (Kamis, 10 Juni 2010)
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2. Penyimpanan bukti digital (Preserving Digital Evidence). Bentuk, isi, makna
bukti digital hendaknya disimpan dalam tempat yang steril. Untuk benar-
benar memastikan tidak ada perubahan-perubahan, hal ini vital untuk
diperhatikan. Karena sedikit perubahan saja dalam bukti digital akan
merubah juga hasil penyelidikan. Bukti digital secara alami bersifat
sementara (volatile), sehingga keberadaannya jika tidak teliti akan sangat
mudah sekali rusak, hilang, berubah, mengalami kecelakaan.

3. Analisa bukti digital (Analizing Digital Evidence). Barang bukti setelah
disimpan, perlu diproses ulang sebelum diserahkan pada pihak yang
membutuhkan. Pada proses inilah skema yang diperlukan akan fleksibel
sesuai vdengan kasus-kasus yang dihadapi. Barang bukti yang telah
didapatkan perlu diexplore kembali beberapa poin yang berhubungan dengan
tindak pengusutan, antara lain: (a) Siapa yang telah melakukan. (b) Apa yang
telah dilakukan (Ex. Penggunaan software apa), (c) Hasil proses apa yang
dihasilkan. (d) Waktu melakukan. Setiap bukti yang ditemukan, hendaknya
kemudian dilist bukti-bukti potensial apa sajakah yang dapat
didokumentasikan.

4. Presentasi bukti digital (Presentation of Digital Evidence). Kesimpulan akan
didapatkan ketika semua tahapan tadi telah dilalui, terlepas dari ukuran
obyektifitas yang didapatkan, atau standar. kebenaran yang diperoleh,

minimal bahan-bahan inilah nanti yang akan dijadikan “modal” untuk ke
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pengadilan. Proses digital dimana bukti digital akan dipersidangkan, diuji
otentifikasi dan dikorelasikan dengan kasus yang ada. Pada tahapan'ini
menjadi penting, karena disinilah proses-proses yang telah dilakukan
sebelumnya akan diurai kebenarannya serta dibuktikan kepada hakim untuk

mengungkap data dan informasi kejadian.

Namun keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli hanya sebatas pada
informasi yang terkait dengan bidang keahliannya. Laporan hanya tertuju pada
hal-hal yang terkait dengan rekaman video CCTV tersebut, khususnya
keterangan yang menunjukkan keaslian dan kejelasan isi dari rekaman video
CCTV. Mengenai diterima atau tidaknya laporan keterangan dari ahli, hanya

hakimlah yang bisa menentukannya sesuai dengan keyakinannya.

. Proses Pembuktian Rekaman Video CCTV di Pengadilan

Sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem
pembuktian negatif. Hakim dalam mengambil keputusan tentang benar atau
salahnya seorang terdakwa tidak hanya mengacu pada alat bukti yang sah
menurut Undang-Undang yang berlaku saja, namun juga atas pertimbangan
keyakinan hakim yang sesuai dengan hati nuraninya, Dalam proses pemeriksaan
perkara di Pengadilan, terdapat unsur-unsur yang harus ada dalam pemeriksaan

perkara sebelum putusan dijatuhkan oleh hakim. Unsur-unsur tersebut adalah



67

adanya pihak pelapor atau korban, tersangka, hakim dan bukti-bukti. Hal ini
diperlukan guna menyempurnakan hukum formil beracara di pengadilan serta

mencari sebuah keadilan dalam menetapkan hukuman,

Sebelum memutuskan hukuman suatu perkara tindak pidana, haruslah
mempunyai bukti-bukti yang sah. Disamping itu tidak dilarang untuk
mengajukan bukti-bukti lain yang dalam hal ini adalah barang bukti untuk
pendukung dalam proses pembuktian di pengadilan. Karena setiap kasus pidana
pasti mempunyai sebab atau alasan yang dapat diberikan di persidangan.'!
Sebelum menjalani proses persidangan di pengadilan, tentunya diawali dengan
serangkaian proses pemeriksaan sebagai syarat untuk bisa diproses di pengadilan.
Syarat tersebut bisa diterima jika terdapat kejelasan yang menunjukkan telah

terjadi suatu tindak pidana.

Ketika terjadi suatu tindak pidana, yang mana perbuatannya tersebut
terekam oleh kamera video CCTV (Closed Circuit Television), maka pihak
penyelidik menetapkan seorang yang terekam video tersebut sebagai tersangka.
Sementara rekaman video CCTV (Closed Circuit Television) dijadikan sebagai
bukti permulaan oleh pihak penyidik untuk diketahui secara pasti kronologi
peristiwa tindak pidana yang telah terjadi.'> Dalam penjelasan KUHAP pasal 17

diterangkan bahwa perintah untuk melakukan penéngkapan tidak dapat

"' Oemar Seno Adji, Hukum Hakim Pidana (Jakarta: Erlangga, Cel. II, 1984), 34
12 IKAHI, Ikatan Hakim Indonesia, 30
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dilakukan dengan sewenang-wenang. Penyelidik menetapkan seorang sebagai

tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan.'®

Setelah selesai proses penyelidikan dan penyidikan, serta telah terpenuhi
unsur-unsur yang harus ada dalam proses persidangan, maka kasus kejahatan
tindak pidana bisa diproses di pengadilan guna mencari kebenaran yang seadil-
adilnya. Hal ini menandakan bahwa perkara yang masuk di pengadilan adalah
suatu perkara yang betul-betul harus diuji kebenaran pembuktiannya demi

mencari dasar yang kuat untuk menjatuhkan hukuman bagi terdakwa.

Mengenai kasus yang melibatkan bukti berupa rekaman video CCTV
(Closed Circuit Television) di dalam persidangan. Dalam proses pembuktiannya
hakim terlebih dahulu meminta kepada Jaksa untuk menghadirkan sejumlah
saksi. Dari keterangan-keterangan sejumlah saksi serta ditambah keterangan dari
terdakwa sendiri, maka hakim akan mencari persesuaian dari keterangan-
keterangan tersebut yang menandakan apakah terdakwa benar bersalah atau
tidak. Kesimpulan hakim harus disertai dengan kekuatan keyakinan dari hati

nurani hakim itu sendiri.'*

Persesuaian dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa di pengadilan

bisa menjadikan alat bukti baru, yaitu alat bukti petunjuk. Hakim harus secara

BH.M A Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum (Malang: UMM Pres, Cet.
VIII 2007), 28
“ IKAHI, Jkatau Hakim Indonesia, 35
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cermat dan teliti menganalisa keterangan dari saksi dan keterangan terdakwa.
Hal ini dalam upaya mencari suatu kesimpulan bahwa telah terjadi suatu
kejahatan.'’ Alat-alat bukti yang lain juga diperlukan dalam upaya membuktikan
kesalahan terdakwa. Keterangan saksi dan keterangan terdakwa mutlak
dilakukan untuk mencari kesesuaian peristiwa yang diterangkannya di depan
majelis hakim. Namun dalam hal pembuktian dengan menggunakan rekaman
video CCTV (Closed Circuit Television), tentunya hakim tidak secara langsung
menentukan kesimpulan kesalahan seorang terdakwa. Namun harus dibuktikan
terlebih dahulu mengenai kekeakuratanan dan validitas dari isi rekaman video

CCTV (Closed Circuit Television) tersebut.

Pada dasarya keterangan dari ahli diperlukan jika masih terdapat
kekurangan alat bukti dan dirasa belum cukup untuk menguatkan keyakinan
hakim. Maka dari itu dalam proses pelaksanaannya, dilakukan setelah tidak ada
lagi alat-alat bukti lain yang di ajukan oleh Jaksa. Terkait dengan bukti rekaman
video CCTV (Closed Circuit Television), hakim meminta Jaksa untuk
menghadirkan saksi ahli untuk menganalis keaslian dan hal-hal apa saja yang
bisa diketahui oleh saksi ahli. Hasil dari laporan saksi ahli mengenai keotentikan
rekaman video CCTV yang nantinya akan disimpulkan sendiri oleh hakim sesuai

dengan analisa .dan keyakinannya. Karena alat bukti keterangan saksi ahli

5Sidik Sunaryo, Sistem Peradilan Pidana (Malang: UMM Press, Cet. II, 2005), 319, 407
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bersifat bebas, artinya hakim bisa menerima atau menolaknnya jika dirasa tidak

sesuai dengan keyakinannya.'®

Keterangan dari seorang ahli dapat diberikan sewaktu dalam pemeriksaan
penyidikan atau penuntutan yang dituangkan dalam bentuk laporan yang dibuat
atas kekuatan sumpah jabatan. Jika keterangan ahli belum diberikan dalam
pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, maka saksi ahli tersebut bisa dimintai
keterangan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan setelah di dahului
mengucapkan sumpah di depan majelis hakim. Kejelasan dan keaslian rekaman
video CCTV (Closed Circuit Television) bisa dibuktikan dengan keterangan ahli
IT (Informasition Technology) forensik/Digital forensik atau computer secure
(keamanan komputer). Hasil dari IT forensik tersebut nantinya yang akan
memberikan fakta-fakta baru dalam proses pembuktian. Hal ini bisa menambah
keyakinan hakim meskipun hakim juga bisa menolaknya dengan alasan yang

logis pula."”

Seiring dengan proses pembuktian rekaman video CCTV (Closed Circuit
Television) di pengadilan, maka kewajiban hakim untuk menyimpulkan dari
keterangan-keterangan yang sudah disampaikan oleh saksi dan terdakwa.
Ditambah lagi dengan keterangan dari saksi ahli. Hakim akan mencari

persesuaian dari semua keterangan yang telah disampaikan di depan majelis

'® IKAHI, Jkatan Hakim Indonesia , 36
17 Ibid, 37
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hakim untuk mencari suatu kebenaran apakah terdakwa bersalah atau tidak
sebelum memutuskan perkara.18 Hakim dalam melakukan tugasnya harus
menjauhkan dari kepentingan pribadi atau hal-hal yang masih bersifat subyektif.
Keyakinan dari hakim harus berdasar dari pengetahuanya sendiri tanpa
terpengaruh pihak lain. Sehingga hakim memerlukan pemikiran-pemikiran untuk

menetapkan berat ringannya hukuman.'®

Dari serangkaian proses pembuktian rekaman video CCTV tersebut
menandakan bahwa hakim harus mencari kekuatan dalil dari alat-alat bukti yang
ada, minimal dua alat bukti sabagai dasar untuk menjatuhkan suatau putusan,
meskipun hasil dari putusan hakim juga berdasar dari kearifan dan kebijakan
hakim yang ada di persidangan. Hal ini sesuai dengan sistem hukum di Indonesia
yang menganut sisitem hukum Common Law serta sistem hukum pembuktian di

Indonesia yang menganut sistem hukum negatif.

. Kedudukan dan Kekuatan Alat Bukti Rekaman Video CCTV  Dalam

Pembuktian

Subekti mengatakan bahwa dengan majunya teknik yang begitu pesat

dalam setengan abad yang lalu, kini muncul beberapa alat-alat baru, seperti foto,

'8 Ibid, 38
' Adji, Hukum Hakim, 8
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foto copy, tape recorder dan lain-lain yang dapat dipakai sebagai alat bukti.?
Menurut Mukti Arto, perangkat teknologi seperti foto, klise, rekaman casset,
video atau film termasuk dalam alat bukti yang bukan bukti. Artinya meskipun
nampaknya memberikan keterangan yang mendukung kebenaran suatu peristiwa,
tapi tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sah.”' Begitu juga
menurut Paton yang mengatakan foto, klise, rekaman dalam casset tape atau
video atau film dan lain-lain adalah termasuk alat bukti yang bersifat material

dan merupakan barang atau benda untuk meyakinkan saja.?2

Rekaman video CCTV merupakan suatu bukti yang tidak termasuk di
dalam KUHAP pasal 184. Namun keberadaannya sangat membantu dalam
mengungkap kasus kejahatan. Meskipun begitu, tidak secara langsung bisa
menjadi suatu alat bukti. Maka dari itu harus melalui berbagai tahapan yang
nantinya akan diolah dan diproses di dalam persidangan. Di dalam proses
penyelidikan dan penyidikan kasus kejahatan konvensional, rekaman video
CCTV menjadi sebuah barang bukti. Sebagai bukti permulaan untuk menetapkan
scorang tersangka yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga
sebagai pelaku tindak pidana. Suatu barang bukti yang bisa membantu hakim

untuk mencari kebenaran materiil.

20 R. Subekti, Hukum Pembuktian (Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. I, 1997), 22 .

2L A. H. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, Cet. I, 1996), 141

22 Bachtiar Effendi, Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdats, (Surabaya:
al Ihsan, Cet. II, 1991), 58
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A. Pitlo mengungkapkan bahwa alat-alat elektronik, karena Undang-
Undang yang dipakai sckarang dibuat oleh para ahli hukum sejak seratus
tahun yang lalu, mereka tidak memimpikan bahwa zaman semakin
berkembang sehingga teknik modern telah menghasilkan alat-alat bukti baru
seperti foto, file, piringan hitam, tape recorder, pengujian darah dan lain-

lain.?

Namun seiring perkembangan zaman telah muncul Undang-Undang
No. 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE). Di
dalam isi Undang-Undang tersebut telah dinyatakan dengan jelas mengenai
alat-alat bukti yang sah. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai
dengan Hukum Acara yang ada di Indonesia. Di dalam Undang-Undang ITE
pasal 5 ayat 1 telah dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang
informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin
keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan

suatu keadaan.**

B A. Pitlo, Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata
Belanda (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. I, 1995), 30

** Ermanjah Djaja, Penyelesaian Sengketa Hukum Tekuologi luformasi dan Transaksi
Elektronik (Yogyakarta: Pustaka Timur, Cet. I, 2010), 201
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Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,
foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),
telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses,
symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik
adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima,
atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau
sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui
Komputer atau Sistem Elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,
gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode
Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat

dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Rekaman video CCTV yang bisa dibaca dan diakui keakuratan dan
validitasnya secara hukum, maka sudah pasti mempunyai kekuatan hukum
yang sah. Sehingga dalam proses pembuktian di pengadilan bisa memberikan
pengaruh yang kuat guna meyakinkan hakim. Namun rekaman video CCTV
belum bisa menjadi alat bukti yang sah jika terjadi pada kasus kejahatan
konvensional yang tidak diatur sebagaimana dalam Undang-Undang ITE.

Terdapat kekdsongan hukum khususnya masalah yang terkait dengan alat

3 Ibid,, 60
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bukti. Perkembangan zaman yang terus melahirkan berbagai macam
teknologi ternyata tidak diimbangi dengan keberadaan hukum yang ada di
Indonesia, khususnya yang mengarah pada perbaharuan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana.

Dengan demikian bisa diambil pengertian bahwa segala sesuatu yang
bisa memberikan keyakinan kepada hakim di persidangan dan hal itu
bukanlah suatu kepalsuan. Maka adanya hal-hal tersebut memberikan suatu
gambaran peristiwa dan membawa akan kebenaran, maka bisa digunakan
sebagai upaya pembuktian. Maka hasil teknologi seperti foto, film, tape
recorder atau alat perekam lainnya seperti halnya rekaman video CCTV tidak
menutup kemungkinan untuk bisa dijadikan sebagai alat bukti jika alat-alat

elektronik tersebut terdapat faktor penguat untuk dijadikan alat pembuktian

Keberadaan isi rekaman video CCTV tentunya akan menjadi
perhatian lebih bagi hakim di persidangan, dengan mengetahui isi dari
rekaman video CCTV. Hakim akan lebih mudah untuk mengetahui siapa
pelaku dan motif atas tindak pidana tersebut. Serta bisa menambah
keyakinan dan kekuatan hakim sebagi dasar untuk menetapkan eksekusi

hukuman bagi pelaku tindak pidana.

2% G. Widiartana, Pembaharuan Hukum Acara Pidana (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
Cet. 1, 2005), 5
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Merujuk pada alat bukti petunjuk, maka rekaman video CCTV
(Closed Circuit Television) hanya ditujukan pada pengetahuan hakim saja.
Dengan mengetahui informasi tentang rekaman video CCTV tersebut, hakim
akan mendapatkan petunjuk lanjutan selain adanya petunjuk yang diperoleh
dari alat bukti yang lain. Sehingga hakim mendapatkan petunjuk baru untuk
lebih meyakinkan hakim bahwa kejahatan tindak pidana memang benar-
benar terjadi. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam
setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana,
setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan

kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.”’

Alat bukti petunjuk merupakan alat pembuktian tidak langsung,
karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah
menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lainnya dan tentunya
yang harus saling bersesuaian. Pembuktian mengenai tindak pidana yang
berkaitan dengan rekaman video CCTV, penting juga untuk dilakukan
pembuktiannya dengan menggunakan alat bukti berupa keterangan ahli.

Karena hanya dari seorang ahli, suatu bukti bisa diketahui kebenarannya.

27 Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Bandung:
Mandar Majy, Cet. I, 2003), 60
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Rekaman video CCTV ini dibutuhkan ahli dari IT (Jnformasi Technology)

forensik untuk diketahui keakuratan dan validitas isi rekamanya.?

Pada tingkat penyelidikan untuk mengungkapkan suatu tindak pidana
yang memakai sarana teknologi canggih dilakukan oleh penyelidikan dengan
meminta keterangan dari ahli yang bersangkutan. Ahli tersebut memberikan
keterangan kepada penyelidik dalam pemeriksaan dibawah sumpah.
Kemudian dari keterangan ahli tersebut dituangkan dalam bentuk berita
acara pemeriksaan (BAP) ahli (pasal 120 ayat 2 KUHAP), atau yang akan
diperdengarkan dari keterangan ahli ersebut dalam persidangan. Penyelidik

juga dapat meminta keterangan ahli tersebut secara tertulis.”’

Hasil dari apa yang disampaikan kelerangan ahli yang terkait dengan
rekaman video CCTV sangatlah penting guna mengetahui keakuratan dan
validitas hasil rekaman. Namun kekuatan pembuktian keterangan ahli
bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya
apabila bertentangan dengan keyakinannya. Keterangan dari seorang ahli
merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai
dengan keahliannya. Atau dengan kata lain merupakan penilaian atau

penghargaan terhadap suatu keadaan.

B3, Widiartana, Pembaharuan Hukum, 6
Husni Husein, Pembahasan Permasalahay KUHAP Bidang Penyidikan (Jakarta: Sinar
Grafika, Cet. I, 1992), 95



BAB IV

ANALISIS TERHADAP ALAT BUKTI REKAMAN VIDEO CCTV

(Closed Circuit Television) DALAM UPAY A PEMBUKTIAN

A. Keakuratan dan Validitas Alat Bukti Rekaman Video CCTV Dalam Kasus

Pidana

Kamera video CCTV merupakan suatu alat teknologi modern yang
berfungsi sebagai alat pemantau atau pengawas keadaan. Disertai juga dengan
alat perckam berupa DVR (Digital Video Recorder) yang berguna untuk proses
penyimpanan data peristiwa-perisiwa yang télah terjadi, yang bisa dibuka dan
dilihat kapan saja selama isi rekaman masih terjaga. Seiring dengan kemajuan
teknologi, kamera video CCTV tidak hanya sebagai alat perckam saja.
Kemampuan teknologinya lebih disempurnakan sebagai alat yang mampu untuk
mendeteksi seseorang yang hanya diketahui dari sumber suaranya saja.
Kemampuannya juga bisa untuk menterjemahkan wajah seseorang yang telah
terekam untuk dicocokkan dengan data yang ada. Serta juga mampu untuk
membaca plat nomor kendaraan dengan inframerah. Hal itu semua merupakan

kecanggihan dari kamera video CCTV.

Keakuratan rekaman video CCTV semakin mengarah kepada nilai yang

lebih tepat, jika bisa merekam seseorang atau suatu peristiwa dan
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menjelaskannya secara mendetail siapa saja dan apa saja yang telah direkamnya.
Hal ini sangatlah berguna untuk menjelaskan kepada pihak kepolisian jika telah
terjadi tindak pidana. Keakuratan dari rekaman video CCTV membantu pihak
yang berwajib untuk mengidentifikasi pelaku tindak pidana secara lebih cepat

dan akurat.

Namun keakuratan dari rekaman video CCTV hanya sebatas alat
teknologi yang besar kemungkinan bisa saja terjadi kesalahan dalam
penafsiranya. Kecanggihan fungsi dari kamera video CCTV salah satunya yaitu
digunakan untuk menterjemahkan wajah seseorang yang kemudian akan
dicocokkan dengan data yang sudah ada. Kemungkinan untuk menterjemahkan
wajah bisa akurat jika kedaan sekitar mendukungnya, sepertihalnya kualitas
kamera, posisi kamera, pencahayaan dan terhalang tidaknya wajah pelaku dengan

obyek lain.

Sebagai alat teknologi modern, kamera video CCTV tentunya
mempunyai kelemahan-kelemahan yang tanpa diprediksi sebelumnya. Dari segi
keakuratannya, rekaman video CCTV sangatlah berguna dalam membantu pihak
kepolisian untuk mencari pelaku tindak pidana yang akan dijadikan sebagai
tersangka. Keakuratan dari rekaman video CCTV menjadi lebih sempurna jika

dikuatkan dengan validitas dari isi rekaman video CCTV.
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Ketika di dalam proses pembuktian di persidangan, hakim akan lebih
teliti dan tidak gampang meyakini isi dari rekaman video CCTV. Meskipun
keakuratan dari peristiwa yang telah terckam sudah begitu jelas. Hakim tidak
secara langsung untuk mempercayainya, namun harus dibuktikan dahulu

validitas atau keasliannya dari keterangan saksi ahli yang ahli dalam bidangnya.

Validitas rekaman video CCTV bisa diketahui oleh orang yang ahli di
bidang IT (/nformation Technology). Karena hanya orang—orang yang faham
tentang IT yang bisa mengetahui seberapa besar prosentasi keaslian dari rekaman
yang disimpan oleh kamera CCTV. Sebagai sebuah perangkat elektronik,
tentunya kamera video CCTV hanya berupa alat perekam yang dibuat oleh
orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Dengan kemampuan pengetahuan yang
dimiliki oleh orang yang ahli, tidak menutup kemungkinan bahwa isi rekaman
bisa berubah ataupun tidak bisa dibaca ketika dalam proses penyelidikan. Hal ini
tentunya akan menyulitkan pihak kepolisian untuk menetapkan seorang pelaku

sebagai tersangka.

Rekaman video CCTV sebagai alat bukti permulaan tentunya harus
mempunyai keterangan yang pasti dari pihak penyelidik atau penyidik akan
keasliannya. Validitas rekaman video CCTV hanya bisa diketahui oleh orang
yang ahli IT forensik. Dengan menggunakan sistem komputer tertentu, nantinya

akan bisa memastikan bahwa isi rekaman masih terjaga keasliannya. Validitas
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rekaman video CCTV bisa dikatakan benar jika sesuai dengan prosedur kerja
yang ada dalam IT forensik. Seperti halnya proses identifikasi, penyimpanan
bukti digital, analisa bukti dgital serta presentasi bukti digital. Jika prosedur
tersebut telah dilakukan maka validitas rekaman video CCTV bisa diterima

kebenaranya.

Kecanggihan kamera video CCTV yang mampu untuk menterjemahkan
wajah seseorang dan juga validitas dari isi rekaman CCTV, akan menjadi sebuah
petunjuk bagi penegak hukum dalam proses pembuktian di persidangan. Hal ini
menjadi penting jika hanya ada bukti rekaman video CCTV yang menjadi

sumber keterangan telah terjadi kejahatan tindak pidana.

Pihak penyelidik tentunya tidak akan sembarangan dalam menentukan
pihak tersangka. Jika perkara sudah masuk di dalam pengadilan, hakimpun tidak
serta merta untuk meyakini dari isi dari rekaman video CCTV, namun harus
dibuktikan dulu validitasnya oleh saksi ahli IT forensik yang mempunyai lisensi
atau sertifikasi sepertihalnya Roy Suryo atau Ruby Alamsah untuk bisa lebih

menguatkan keyakinan hakim.
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B. Kedudukan dan Kekuatan Alat Bukti Rekaman Video CCTV Menurut KUHAP

dan Hukum Islam
1. Kedudukan dan kekuatan alat bukti rekaman video CCTV menurut KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan sebuah
ketentuan-ketentuan yang digunakan di dalam proses peradilan di Indonesia.
Mulai dari proses pendahuluan di persidangan sampai dengan putusan
hukum. Sehingga para penegak hukum mempunyai acuan dasar jika
melakukan proses persidangan dalam hal menangani perkara kasus tindak
pidana. Khusus mengenai ketentuan macam-macam alat bukti, di dalam
KUHAP pasal 184 dijelaskan bahwa alat-alat bukti yang sah yang bisa
dipergunakan di persidangan yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat
dan keterangan terdakwa. Artinya hanya alat-alat bukti yang sudah

ditentukan dalam KUHAP yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Rekaman video CCTV ketika menjadi bukti dalam kasus kejahatan
tindak pidana, tidak dapat secara langsung dijadikan sebagai alat bukti.
Harus melalui suatu tahapan yang nantinya akan diketahui keberadaan
hukum rekaman video CCTV dalam pembuktian kejahatan tindak pidana.
Rekaman video CCTV bisa menjadi bukti permulaan untuk menetapkan
seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga sebagai

tersangka pelaku tindak pidana, atau dengan istilah asas praduga tak
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bersalah. Dari isi rekaman video CCTV bisa diketahui siapa pelaku tindak
pidana yang telah terjadi. Namun dalam proses pemeriksaan lebih lanjut
harus diketahui secara pasti pelaku tindak pidak yang sebenarnya. Artinya
rekaman video CCTV hanya sebagai bukti awal untuk menetapkan seseorang
sebagai tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana. Hal ini masih
dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang menyatakan rekaman video

CCTV sebagai barang bukti.

Rekaman video CCTV sebagai barang bukti yang secara yuridis tidak
tersurat, namun dalam proses praktik hukum/praktek peradilan, rekaman
video CCTV secara materiil dapat berubah dan berfungsi sebagai alat bukti
yang sah. Sehingga akan mempunyai kekuatan hukum yang akan meyakinkan
hakim di persidangan. Proses pembuktian dengan rekaman video CCTV di
dalam persidangan bisa menjadi alat bukti petunjuk. Petunjuk adalah suatu
perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuainnya, baik antara
yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri
menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Alat bukti petunjuk

hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Keberadaan isi dari rekaman video CCTV nantinya akan disesuaikan
dengan kéterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri. Hal-hal yang

diterangkan oleh saksi dan terdakwa akan diteliti dan dicermati sendiri oleh
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hakim dan akan disimpulkan benar tidaknya terdakwa telah melakukan
tindak pidana. Kekuatan rekaman video CCTV dalam upaya pembuktian
sama halnya dengan kekuatan dari alat bukti petunjuk. Keterangan-
keterangan dari saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian akan menguatkan
keyakinan hakim dalam mengambil putusan. Alat bukti petunjuk merupakan
pembuktian secara tidak langsung. Artinya hakim harus menghubungkan
suatu alat bukti dengan alat bukti lain tentunya yang harus saling

menguatkan.

Hakim sebelum memutuskan salah atau tidaknya pihak terdakwa
harus bisa dibuktikan minimal dengan dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti -
tersebut nantinya yang akan menjadi dalil untuk menguatkan keyakinan
hakim dalam menetapkan hukuman jika terdakwa bersalah. Juga akan
menguatkan keyakinan hakim untuk mentapkan dalil-dalil yang mendasari
putusannya jika terdakwa tidak bersalah. Hal ini menandakan kewajiban
hakim untuk selalu cermat dan teliti dalam proses pembuktian di
persidangan. Karena proses pembuktian merupakan suatu bagian terpenting

dalam rangka mencari kebenaran materiil.

Keterkaitan dengan bukti rekaman video CCTV, hakim merasa perlu
keterangan dari saksi ahli jika hakim tidak mengetahui perihal keilmuan

teknologi CCTV. Keterangan saksi ahli ini yang akan menjelaskan
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keakuratan dan validitas isi dari rekaman video CCTV. Juga apabila alat
bukti yang diajukan Jaksa dirasa belum cukup dalam proses pembuktian.
Maka keterangan dari ahli dibutuhkan ketika sudah tidak ada alat bukti lagi
yang bisa diajukan Jaksa. Namun di dalam KUHAP dijelaskan bahwa saksi
ahli bisa juga dihadirkan pada waktu proses penyelidikan sebagi bentuk

laporan sebelum kasus kejahatan tindak pidana diproses di pengadilan.

Isi dari rekaman video CCTV perlu untuk diuji keakuratan serta
kevaliditannya guna menguatkan keyakinan hakim sebelum memutuskan
perkara. Hal-hal yang berada dalam isi rekaman CCTV hanya bisa dibaca
atau dianalisis oleh orang yang ahli IT forensik. Saksi ahli akan memberikan

laporan yang terkait dengan isi rekaman video CCTV.

Keterangan yang diberikan oleh saksi ahli di depan majlis hakim
yang dikuatkan dengan sumpah bisa dengan memberikan laporan dalam
bentuk tertulis maupun lisan. Keterangan dari saksi ahli bersifat netral.
Artinya laporan dari saksi ahli sebatas pada apa yang ada di dalam isi
rekaman video CCTV. Khususnya hal-hal yang berkaitan dengan kejelasan

dan keaslian dari rekaman CCTYV tersebut.

Kekuatan rekaman video CCTV yang terkait dengan keterangan saksi
bergantung dari keyakinan hakim. Jika hakim bisa menerima laporan dari

saksi ahli, maka hal itu akan menguatkan keyakinan hakim untuk
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menetapkan hukuman bagi terdakwa. Namun apabila hakim tidak bisa
menerima laporan dari saksi ahli, maka tidak akan menguatkan keyakinan
hakim untuk menetapkan hukuman bagi terdakwa. Alat bukti keterangan ahli
bersifat bebas. Artinya hakim bisa menerima maupun menolaknya sesuai
dengan keyakinannya. Tentunya jika hékim menolaknya dengan suatu alasan
yang logis. Hakim bisa menerima tentunya juga dengan suatu alasan yang

logis pula.

Keterangan-keterangan dari saksi dan terdakwa yang menyangkut
kasus kejahatan tindak pidana dengan bukti CCTV akan menjadi penilaian
hakim tersendiri. Penilaian hakim yang secara cermat dan teliti akan
menyimpulkan benar salahnya terdakwa sebelum memutuskan perkara.
Ditambah lagi dengan laporan dari keterangan ahli yang telah menganalis
keakuratan dan validitas rekaman video CCTV akan memberikan pengaruh
kepada hakim. Kekuatan keyakinan hakim akan bertambah jika laporan dari

saksi ahli sesuai dengan keterangan-keterangan dari saksi dan terdakwa.

Semua proses pembuktian di dalam persidangan dilakukan semata-
mata hanya untuk mengungkap sebuah kebenaran materiil serta untuk
mencari keadilan hukum. Sehingga hak-hak dan martabat orang lain akan

terjaga dan terlindungi.
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2. Kedudukan dan kekuatan alat bukti rekaman video CCTV menurut hukum

Islam

Ibnu Qayyim menyatakan bahwa yang disebut alat bukti adalah setiap
alasan yang dapat memperkuat dakwaan atau gugatan, sedangkan yang
disebut bayyinah adalah apa saja yang dapat mengungkapkan dan
menjelaskan kebenaran akan suatu hal. Berdasarkan pendapat Ibnu Qayyim
tersebut, dapat diambil pengertian bahwa segala sesuatu baik berupa benda
ataupun non benda pada dasarnya dapat dijadikan sebagai alat bukti. Segala
sesuatu tersebut mempunyai kekuatan dalam memberikan tanda-tanda untuk

mengungkapkan kebenaran.

Sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin maju, dimana
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, maka
hasil perkembangan teknologi seperti rekaman video CCTV tidak tertutup
kemungkinan untuk dijadikan sebagai alat bukti. Jika alat bukti elektronik
tersebut terdapat faktor penguat untuk dijadikan alat pembuktian. Rekaman
video CCTV dalam hukum Islam dapat di golongkan dengan alat bukti
Qarinah, atau rekaman video CCTV lebih jelas untuk dianggap suatu jalan
yang menuju pada Qarinah. Karena rekaman video CCTV mengandung
tanda-tanda atau keterangan-kéterangan yang dapat digunakan untuk

menguatkan proses pembuktian.
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Dari kasus Nabi Yusuf a.s yang terdapat di dalam Q. S. 12 Yusuf: 23-
29 jelas bahwa Islam membolehkan hakim menggunakan dan memutuskan
perkara berdasar alat bukti Qarinah. Tanda-tanda yang terdapat dari
peristiwa Nabi Yusuf a.s dan Zulaiha memberikan sebuah petunjuk untuk

menemukan jalan kebenaran.

\

- .« &1 - 4’/’:”’ 4 ‘f- 2 s z ’.-"l‘ P - 7,
gnj.:\gglw}h_,uw?‘,swd&;w’ {)Kuch_lA|.’_\_"& Lgd

-

q:

“Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksinnya, jika
baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar, dan Yusuf termasuk
orang-orang yang dusta’”

Hal tersebut sama halnya jika rekaman video CCTV menjadi sebuah
bukti dalam kasus pidana. Maka hakim terlebih dahulu akan memeriksa,
mencermati, meneliti dan menganalisis isi yang ada dalam rekaman video
CCTV. Kemudian hasil dari pemeriksaan dari hakim tersebut akan

disimpulkan dan akan menjadi dalil untuk menguatkan keyakinan hakim atas

benar tidaknya pelaku tindak kejahatan.

Jadi isi peristiwa yang ada di dalam rekaman video CCTV dijadikan
sebuah tanda-tanda atau sebagai petunjuk untuk mencari kebenaran. Dari

petunjuk tersebut maka bisa dikatakan rekaman video CCTV kedudukannya

352

! Departemen Agama R, A/ Qur’an dan Tegjemahannya (Surabaya: Mahkota, Cet. V, 2001),



89

sama dengan Qarinah Qadaiyyah jika di dalam hukum Islam. Kekuatan
pembuktiannya diserahkan kepada hakim yang menilainya. Namun alat bukti
Qarinah bisa memberikan kekuatan keyakinan bahkan bisa sebagai dasar bagi
hakim untuk memutuskan dan menetapkan hukuman kepada pelaku

kejahatan tindak pidana.

Hakim di dalam persidangan tentunya secara cermat akan memeriksa
alat bukti Qarinah yang ada sebelum mengambil keputusan hukum. Alat
bukti Qarinah ini bisa disebut dengan Qarinah Qadaiyyah, karena hasil
kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara. Dalam upaya pembuktikan
suatu perkara tidak pidana, hakim dengan teliti melihat dan
mempertimbangkan bukti-bukti yang tampak secara lahir. Rekaman video
CCTV memang merupakan salah satu bukti yang secara lahiriyah dapat
dipakai sebagi alat pembuktian, bila hal itu dipandang hakim dapat
membantu proses pembuktian. Alat-alat bukti yang ada dalam proses
persidangan di pengadilan berguna bagi hakim sebagai bahan pertimbangan
dalam mengambil keputusan hukum. Sehingga mampu untuk mendorong
terwujudnya suatu keadilan serta untuk kemaslahatan umat manusia.
Sedangkan rekaman video CCTV dalam hukum Islam kekuatan

pembuktiannya bergantung dari penilaian hakim yang memeriksa perkara.
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Tugas dan kewajiban hakim adalah harus memberikan putusan yang
adil bagi pihak-phak yang berperkara, lepas dari benar dan tidaknya atau adil
dan tidaknya keputusan hakim yang telah melalui proses pemeriksaan yang
cermat berdasarkan alat-alat bukti rekaman video CCTV adalah sah. Hakim
telah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuannya dan tentunya
dimaklumi jika sebagai manusia tentu tidak lepas dari kesalahan-kesalahan,

sebab secara hakiki kebenaran mutlak hanya milik Allah swt.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian terhadap rekaman video CCTV (Closed Circuit

Television) dalam upaya pembuktian yang telah dilakukan, dapat ditarik

kesimpulan berdasarkan pada permasalahan dalam penelitian ini:

1.

Keakuratan rekaman video CCTV sangat diperlukan oleh pihak kepolisian
untuk melakukan proses penyelidikan. Penyelidik mengunakan rekaman
video CCTV sebagai bukti permulaan dalam rangka menetapkan pelaku
tindak pidana sebagai tersangka. Validitas hasil rekaman video CCTV hanya
bisa diketahui oleh orang yang ahli dalam bidang IT (Information
Technology) forensik. Laporan dari ahli ini diperlukan guna menguatkan

keyakinan hakim dalam proses pembuktian di persidangan.

Kedudukan dan kekuatan alat bukti hasil rekaman video CCTV dalam proses
pembuktian menurut KUHAP akan menjadi sebuah alat bukti petunjuk. Hasil
kesimpulan dari hakim akan lebih meyakinkan jika dikuatkan dengan
keterangan ahli. Kekuatan alat. bukti rekaman video CCTV dalam proses
pembuktian akan berguna untuk menguatkan keyakinan hakim. Kedudukan
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dan kekuatan alat bukti hasil rekaman video CCTV dalam proses pembuktian
menurut Hukum Islam akan menjadi sebuah alat bukti Qarinah. Isi dari
rekaman video CCTV memberikan banyak keterangan berupa tanda-tanda
maupun petunjuk dari suatu peristiwa untuk dicari jalan kebenarannya.
Hakim akan melihat tanda-tanda atau petunjuk yang terdapat dari rekaman
video CCTV. Kesimpulan dari hakim setelah memeriksa perkara disebut
dengan Qorinah Qadaiyah. Kekuatan alat bukti rekaman video CCTV dalam

kaitannya dengan alat bukti Qarinah berguna untuk menguatkan keyakinan

hakim.

B. Saran

1.

Seiring dengan kecanggihan teknologi kamera video CCTV, maka suatu area
atau lingkungan yang sekiranya diperlukan pengawasan ekstra lebih baik
menggunakan kamera CCTV. Hal ini penting karena isi dari rekaman video
CCTV dapat digunakan sebagi bukti yang menguatkan di dalam proses

persidangan.

Hasil rekaman video CCTV merupakan suatu bukti yang efektif untuk
dijadikan alat bukti dalam persidangan. Khususnya kepada para praktisi
hukum atau legislator untuk merumuskan KUHAP yang baru dengan
memasukkan rekaman video CC"l;V sebagai alat bukti yang sah, sehingga

bisa menutupi celah hukum yang ada sekarang ini.
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